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_ Syukur alhamdulillah kami panjatkan
KATA PEQGAQTAB kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan

Agama Kelas [-A Samarinda  dapat
menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun kedelapan impelemtasi Cetak biru (blueprint) Pembaruan Peradilan
2010-2035 yang telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Kelas
[-A Samarinda dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2018, serta sebagai bahan informasi
bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas di tahun 2019.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan gambaran secara umum tentang
keberadaan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi
tentang keadaan perkara, pelayanan publik, pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana
prasarana.

Pada tahun 2018 ini berbagai pengembangan dan perubahan yang berkaitan dengan Reformasi
Birokrasi telah dilakukan guna meningkatkan kemampuan organisasi Pengadilan Agama Kelas I-A
Samarinda lebih profesional, efektif, efisian, transparan serta akuntabel.

Laporan tahunan ini juga dijadikan sebagai tolok ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun
2019 mendatang dalam meningkatkan pelayanan publik. Semoga Laporan Tahunan 2018 Pengadilan
Agama Kelas I-A Samarinda dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dan
dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas

dan kinerja Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A ditahun berikutnya.
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BABI PENPAHULUAN

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
ahkamah Agung Republik Indonesi sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman
serta peradilan tertinggi mempunyaai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan
kehakiman yang membawahi 4 lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -2014, secara implisit Mahkamah Agung RI telah
memiliki Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Road Map
Penerapan Cetak Biru. Dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Kelas I-A
Samarinda dibawah naungan MARI telah berupaya menyikapi, memperbaiki serta melengkapi
seluruh komponen dalam hal tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan
yang terdiri dari :
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penataan Penguatan Organisasi
Penataan Tata Laksana
Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengawasan Internal

Akuntabilitas Kinerja

©® N o 1k w N

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda juga
mendasarkan program-program perubahannya sesuai prioritas pembaharuan di lingkungan
Peradilan Agama yang meliputi :
1. Pencanangan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah
Birokrasi yang bersih dalam melayani masyarakat;
2. Peningkatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

3. Informasi Publik melalui website
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4. Publikasi Putusan (One Day One Publish)
5. Minutasi Satu hari (One Day Minute)
6. E-Court

Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman
didaerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-
pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita negara hukum yang menjamin penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud. Dalam
menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi
suatu organisasi.

Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan
pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang
berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan
Agama Samarinda Kelas I-A senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan
Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan

transparan.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang
ingin diwujudkan Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Yang Agung”

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Samarinda Kelas [-A menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

e Terwujudnya peradilan yang sederahana, cepat, biaya ringan dan transparan;

e Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan

pada masyarakat;

Pengadilan {Igama Semarind&Relag -1 ™ 7
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e Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien;
e Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
e Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Tujuan

e Meningkatkan kemampuan dan kinerja insitusi Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A yang
efektif dan efisien;

e Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;

e Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;

e Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2015-2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan
efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak
ukur kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Pengadilan {Igama Semerind&Relag -1 3
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BABIl STRUKTUR ORGANISASI
TUPOKSI

ugas pokok Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda adalah menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
undang Nomor: 3 Tahun 2006 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,

Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Pengadilan Agama juga diserahi tugas memberikan keterangan,
nasihat dan pertimbangan tentang hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukan serta tugas-
tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Fungsi :

1. Memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga
keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak
diinginkan;

2. Pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di wilayah hukum kota Samarinda.

3. Pelaksanaan bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, Pengadilan Agama Kelas I-A
Samarinda dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Stuktur organisasi dan personil Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda terdiri dari Ketua, Wakil,
10 (sepuluh) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan,
Panitera Muda Hukum, 6 (enam) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Jurusita, 5 (lima) orang Jurusita
Pengganti, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata

Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan serta 4 (empat) orang staf.
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Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda adalah sebagai berikut:

STRUKUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN 2018

KETUA

HAKIM = e, Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H

Dr. ALYAH SALAM, MH
Drs. TAMIMUDARI, M.H
Drs. H. FATHURRACHMAN, M.H WAKIL KETUA
Drs. ZULKIFLI SIREGAR, S.H.MH
Drs. AHMAD ZIADI
H. ALI AKBAR, S.H, M.H
Dra. Hj. ROZANAH, S.H., MHI
H. M. ASY'ARI, S.Ag.MH
Dra. JURAIDAH
H. BURHANUDDIN. S.H.. M.H

Drs. WAHYUDI S.H., M.H

1 1
SEKRETARIS SEKRETARIS
H.M.SALMAN, SAGMH = = 4 = s = s = . - SURIYANATA, SH
| ! |
| | ! [ |
PANMUD PANMUD PANMUD I KASUB BAG UMUM & KASUB BAG KASUB BAG PERENCANAAN,
HUKUM GUGATAN PERMOHONAN . KEUANGAN KEPEGAWAIAN & ORTALA I, & PELAPORAN
|
MUHAMMAD RIZAL, Dra. SAFIAH, MH M. HAMDI, S.H., | ABD. AZIS, S.Ag., JANAINAH, S.Ag RISNI FITRIA, S Kom.,
SH M.Hum | MH M.Si
| | : |
STAF STAF I STAF
KARTIKA CAHYAR, FATHUL JANNAH, I SISKA AGUSTINA L
SH S.Aa 1
i ROHIMAH, S.H
|
PANITERA PENGGANTI JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI
HASNAINI, S.Aq EKD RAJUNAN
BAIHAQI, S.H.M.H
ABDUL GANIE, S.H
L] SUSIVANTL, SH ST
SITI MAIMLINAH, S.Ag =
X MLNIROH
Hj. MUTIAH, S.H ANISAH. SH
SITI ASMAH, S.Ag Sl

IDBAL KHAIRILAH, S.H
FASRY HELDHAD, S.HI
M. KHAIRUL ANWAR
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PIMPINAN DAN HAKIM

/! KETUA
Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H

WAKIL KETUA
Drs. Wahyudi, S.H., M.H

/ Hakim (C1)
Dr. Alyah Salam, M.H

/ Hakim (C2) -

Drs. Tamimudari, M.H

‘ Hakim (C3)
. H. Fathurrachman, M.H
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HAKIM

el B
‘ L
/ Hakim (C4)

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H

Hakim (C5)
Dra. Juraidah

/3 Hakim (C6)
Drs. Ahmad Ziadi

/ Hakim (C7)

H. Ali Akbar, S.H., M.H

B i ©
Hakim (C8)

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H

/ Hakim (co) A / Hakim (C10)

. Asy’ari, S.Ag, S.H., M.H H. Burhanuddin, S.H., M.H 4
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KETUA

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda saat ini adalah
Drs. H. Syahruddin, S.H., M. H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 836/DjA/KP.04.6/SK/07/2017 tanggal 20 Juli 2017
adapun rincian tugas pokok dan fungsi Pimpinan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda kepada Majelis
Hakim untuk diselesaikan, menetapkan perkara yang diadili, mengawasi kesempurnaan pelaksanaan
penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera / sekretaris dan jurusita didaerah
hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda serta mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah
laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembagian tugas para Hakim.

2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda

3. Pelaksanaan pengawasan atas tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.
4

Pelaksanaan evaluasi atas tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.

WAKIL KETUA

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda saat ini adalah Drs. Wahyudj, S.H., M. H. yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Dire|ktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor :
3705/DjA/KP.04.6/SK/12/2016 tanggal 15 Desember 2016, adapun rincian tugas pokok dan fungsi

Pimpinan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :
1. Bersama Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan tertib
dan lancar baik di bidang tehnis yustisial maupun administrasi yustisial;
2. Membantu ketua dalam membuat program Kkerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

3. Mewakili dan melaksanakan

Pengadilan {Igama Samerind&Relag -1 8
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HAKIM

10.

akim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, hakim di

Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :

Dr. Alyah Salam, M.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.11/3/4085/1994, tanggal 30 Mei 1994;

Drs. Tamimudari, M.H., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.1I/3/1839/1994, tanggal 14 Juni 1994;

Drs. H. Fathurrachman, M.H yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.I1/3/8529/1995, tanggal 12 Juli 1995;

Drs. Zulkilfi Siregar, S.H.,, M.H yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.11/3/8449/1995, tanggal 12 Juli 1995;

Drs. Ahmad Ziadi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.I/3/11341/1995, tanggal 29 Desember 1995;

H. Ali Akbar, S.H., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.1I/3/8606/1995, tanggal 12 Juli 1995;

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.HI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.II/3/15369/1998, tanggal 05 Februari 1998;

H. M. Asy’ari, S.Ag,, S.H., M.H.,, yang diangkat berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2214 /DjA/KP.04.6/SK/8/2016, tanggal 22 Agustus 2016;

Dra. Juraidah yang diangkat berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor: 3734/DjA/KP.04.6/SK/12/2016, tanggal 15 Desember 2016;

H. Burhanuddin, S.H., M.H yang diangkat berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
MA RI Nomor: 3729/DjA/KP.04.6 /SK/12/2016, tanggal 15 Desember 2016;

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Hakim adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan persidangan terhadap setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di

wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda, memberikan pengayoman kepada pencari

keadilan dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan {Igama Semerind&Relag -1 g
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Fungsi :
1. Pelaksanaan penyelesaian perkara.
2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan.

3. Pelaksanaan mencari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan {Igama ¢
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BAGIAN KEPANITERAAN

PANITERA
. Muhammad Salman, S.Ag ;

/

M. Hamdi, S.H., M.Hum % ARRLIR CUSETAN PANMUD HUKUM -

Dra. Safiah, M,H uhammad Rizal, S.H
/

STAF

Fathul Jannah, S.Ag SIA

Kartika Cahya R, S.H\
- -
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PANITERA PENGGANTI

Hj. Siti Maimunah, S.Ag Baihagi, S.H., M.H “ Hj. Mutiah, S.H

Hasnaini, S.Ag Mabhriani, S.Ag Hj. Siti Asmah, S.Ag

Pengadilan {Igama ¢
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JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Abdul Ganie, S.H | ¢ Susiyanti, S.H

Y

Igbal Khairillah, S.H

73

Fasry Heldha D, S.HI Anisah, S.H ] M. Khairul Anwar-
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PANITERA

Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera. Panitera PA. Samarinda dijabat oleh H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H berdasarkan
Surat  Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI  Nomor
3120/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 28 September 2016.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Panitera sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyelenggaraan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera
muda dan panitera pengganti, membantu hakim dengan menghadiri dan mencatatjalannya persidangan,
menyusun berita acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat semua
daftar perkara masuk di kepaniteraan, membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat akta-akta yang menurut
undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera, melegalisir surat-surat yang akan dijadikan
bukti dalam persidangan, mengirimkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan
kembali, melaksanakan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua dan menerima uang titipan pihak ketiga
dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara dan mengatur tugas panitera muda dan panitera
pengganti.

2. Pelaksanaan membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, menyusun
berita acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.

3. Pelaksanaan pendaftaran perkara masuk di kepaniteraan, membuat salinan atau turunan penetapan
atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat
akta-akta yang menurut undang-undang / peraturan diharuskan dibuat oleh panitera, melegalisir
surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

4. Pelaksanaan pengiriman berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali,
melaksanakan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua dan menerima uang titipan pihak ketiga dan

melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda.
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Panitera juga dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda, yang terdiri dari :

1. Panitera Muda Permohonan, dijabat oleh Muhammad Hamdi, S.H, M.Hum yang diangkat berdasarkan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Nomor :
3121/DjA/KP.04.6/9/2016 tanggal 28 September 2016. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi

Panitera Muda Hukum Permohonan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya jalannya persidangan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
permohonan.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara masuk di kepaniteraan permohonan.

4. Mencatat setiap perkara masuk kedalam buku register perkara permohonan.

5. Menyiapkan perkara permohonan yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali.

6. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Fungsi :

1. Pelaksana pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Pelaksana administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
permohonan.

3. Pelaksanaan pemberian nomor register pada setiap perkara masuk di kepaniteraan
permohonan.

4. Pelaksanaan pencatatan setiap perkara masuk ke dalam buku register perkara permohonan.

5. Pelaksana penyiapan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali dan

menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

2. Panitera Muda Gugatan, dijabat oleh Dra. Safiah, M.H yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama R.I. Nomor : 3122/DJA/KP.04.6/9/2016 tanggal 285
September 2016.
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Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
gugatan.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara masuk di kepaniteraan gugatan.

4. Mencatat setiap perkara masuk kedalam buku register perkara gugatan.

5. Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

6. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Fungsi :

1. Pelaksana pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Pelaksana administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

3. Pelaksanaan pemberian nomor register pada setiap perkara masuk di kepaniteraan gugatan.

4. Pelaksanaan pencatatan setiap perkara masuk kedalam buku register perkara gugatan.

5. Pelaksana penyiapan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali

dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum, dijabat oleh Muhammad Rizal, S.H yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I Nomor
3123/DjA/KP.04.6/9/2016, tanggal 28 September 2016. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi

Panitera Muda Hukum adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya jalannya persidangan.

2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan
perkara, menyimpan arsip berkas perkara.

3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data penelitian dan lain sebagainya
serta melaporkannya kepada pimpinan.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
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Fungsi :

1. Pelaksana pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Pelaksana pengumpulan, pengolah dan pengkaji data statistik perkara, penyusun laporan perkara
dan penyimpan arsip berkas perkara.

3. Pengumpul, pengolah dan pengkaji serta penyaji data penelitian dan lain sebagainya serta
melaporkannya kepada pimpinan.

4. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

PANITERA PENGGANTI

Dalam persidangan, Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti. Di Pengadilan Agama Kelas [-A

Samarinda, Panitera Pengganti berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari :

1. Hasnaini, S.Ag., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Nomor : PTA.q/K/Kp.07.6/461/2003, tanggal 12 Maret 2003;

2. Mahriani, S.Ag, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung R.I Nomor : 5180/DJA/Kp.04.6/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009;

3. Hj. Siti Maimunah, S.Ag, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung R.INomor:5193/DJA/Kp.04.6/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009.

4. Baihaqi, S.H,M.H, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Nomor : PTA.q/K/Kp.07.6/1709/2003, tanggal 07 November 2003.

5. Hj. Mutiah, SH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Nomor : PTA.q/K/Kp.07.6/588/2005, tanggal 01 Desember 2005.

6. Hj. Siti Asmah, S.Ag yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama MA RI Nomor 0694/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 Tanggal 17 F ebruari 2016.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Panitera Pengganti adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, penetapan sita jaminan, membuat berita

acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan/penetapan

sidang.
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3. Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan mengenai jalannya persidangan.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan apabila telah selesai

diminutasi.

Fungsi :

1. Pelaksana pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Pelaksana pembantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, penetapan sita jaminan,
membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik
putusan/penetapan sidang.

3. Pelapor kepada panitera muda gugatan/permohonan mengenai jalannya persidangan.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan / permohonan apabila telah selesai

diminutasi.

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Untuk kelancaran persidangan, maka disetiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan

Juru Sita Pengganti. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda terdapat 2 (dua) orang Juru Sita 5 (lima)

orang Juru Sita Pengganti yaitu :

A

B.

Juru Sita

1.

Eko Rajunan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarina Nomor: W17-A/558/KP.04.6/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008;

Abdul Ganie, S.H., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung R.I Nomor : 2045/DJA/Kp.04.6/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;
Susiyanti, S.H., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda

Nomor: PA.q/4/K/Kp.07.6/1277 /2003, tanggal 10 Nopember 2003;

Juru Sita Pengganti

1.

Anisah, S.H., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda
Nomor: PA.q/4/K/Kp.07.6/1277 /2003, tanggal 10 Nopember 2003;

Siti Muniroh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda
Nomor: PA.q/4/K/Kp.07.6/1277 /2003, tanggal 10 Nopember 2003;

Igbal Khairillah, S.H., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Samarinda Nomor : PA.q/4/Kp.07.6/1401/2005, tanggal 29 Oktober 2005;
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4. Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Samarinda Nomor : W17-A1/1051/Kp.07.6/V /2014, tanggal 26 Mei 2014.

5. M. Khairul Anwar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Samarinda Nomor: W17-A1/662/Kp.04.6/4/2018, tanggal 17 April 2018.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Juru Sita / Juru Sita Pengganti adalah sebagai

berikut :

Tugas pokok :

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Hakim dan
Panitera.

2. Menyampaikan panggilan, pengumuman, teguran dan memberitahukan putusan Pengadilan menurut
cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Melakukan penyitaan dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan.

4. Membuat berita acara penyitaan/eksekusi yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.

5. Melaksanakan tugas Kejurusitaan di wilayah Pengadilan Agama Kelas [-A Samarina.

Fungsi :

1. Pelaksanaan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.

2. Penyampai panggilan, pengumuman, teguran dan memberitahukan putusan Pengadilan menurut
cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Pelaku penyitaan dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan.

4. Pembuat berita acara penyitaan/eksekusi yang salinan resminya diserahkan kepada pihak- pihak
yang berkepentingan.

5. Pelaksana tugas Kejurusitaan di wilayah Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda.
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BAGIAN KESEKRETARIATAN

SEKRETARIS
Suriyanata, S.H

JKASUBBAG KEPEG & » KASUBBAG UMUM & KEU KASUBBAG PTIP
Janainah, S.Ag Abd. Azis, S.Ag., M.H Risni Fitria, S.Kom., M.Si

STAF UMUI\MEU . STAF UMUM & KEU
~Siska Agustinal = “ Rohimah, S.H
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SEKRETARIS
Dalam melaksanakan tugasnya di Kesekretariatan, Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I-A
Samarinda dijabat oleh Suriyanata, S.H dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor : 38/SEK/Peng.06.1/12 /2015, tanggal 16 Desember 2015. Adapun rincian tugas pokok
dan fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut:
Tugas pokok:
1. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum;
2. Bertanggung jawab terhadap pembuatan SOP, Laporan Tahunan, Renstra, dan LKkjIP;
3. Meneliti surat-surat yang dibuat, dikonsep oleh masing-masing Kasubbag sebelum diserahkan kepada
Ketua;
4. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen
dalam pengelolaan DIPA sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua dan Pimpinan.

Sekretaris dalam melaksanakan tupoksinya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yang
terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang dijabat oleh Janainah, S.Ag, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.JI Nomor
38/SEK/Peng.06.1/12/2015, tanggal 16 Desember 2015. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi
Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :
1. Menerima, mencatat dan memproses surat-surat masuk dan keluar berkenaan dengan
kepegawaian;

Membantu Sekretaris menyelenggarakan rapat BAPERJAKAT;

Menyelenggarakan tata urusan kepegawaian;

Memonitor, input, dan update data SIMKEP Badilag dan SIKEP Mahkamah Agung RI;

Menyelesaikan urusan kepangkatan dan jabatan.

Melakukan monitoring terhadap usulan-usulan kepegawaian.

Bertanggung jawab terhadap pengetikan surat-surat dalam lingkungan kepegawaian.

© N o Uk W

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan dan Sekretaris.
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2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dijabat oleh Abd. Azis, S.Ag., M.H yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 43B/SEK/KP.1/SK/IV/2018 tanggal 3
April 2018. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah
sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membuat perencanaan terhadap keperluan ATK dan perlengkapan kantor lainnya;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja staf bagian umum;

Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan administrasi bagian umum;

Membuat perencanaan alat tulis kantor dan penatausahaannya;

Melaksanakan dan melaporkan inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Melakukan pengapusan terhadap barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;

Melengkapi isi rumah tangga kantor sesuai dengan alokasi dana dalam DIPA;

Mengatur / memelihara, ketertiban, kebersihan dan keindahan kantor serta lingkungannya;

o 0O N o s W N

Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan upacara;

—_
(=]

. Mengurus kendaraan dinas, telepon, air, listrik dan kerumah tanggaan lainnya;

[N
[N

. Mencatat buku-buku dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu;

—_
N

. Menata buku-buku perpustakaan sesuai dengan klasifikasinya;

—_
w

. Menyampaikan laporan keadaan buku-buku perpustakaan serta pendayagunaannya;

[EnN
S

. Memelihara buku-buku perpustakaan;

—_
Ul

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan dan Sekretaris.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan dijabat oleh Risni Fitria, S.Kom., M.Si. yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 38/SEK/Peng.06.1/12/2015,
tanggal 16 Desember 2015. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian PTIP adalah
sebagai berikut :

Tugas Pokok :
1. Mengolah, menghimpun, dan menyiapkan bahan program kerja serta rencana kegiatan

berdasarkan data dari sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;
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2. Menyusun dan mengolah Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), TOR, dan RAB untuk tahun
anggaran berikutnya;

3. Mengolah dan melaksanakan Revisi DIPA dan POK;

4. Melaksanakan dan monitoring pengelolaan teknologi informasi baik software maupun hardware
meliputi website, SIPP, dan aplikasi lainnya;

5. Mengolah dan upload berita kegiatan serta updating data website serta mengupload putusan pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;

6. Mengolah dan menyusun Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Perjanjian Kinerja (PK);

7. Membuat dan merekapitulasi Laporan Keuangan Triwulan, Semester, dan Tahunan DIPA.04
selaku Koordinator Wilayah (Koorwil) DIPA.04;

8. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan dan Sekretaris.

- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Timbulnya pemetaan standart pelayanan terhadap pencari keadilan adalah bermula dari
permasalahan yang seringkali timbul dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pencari
keadilan yang terukur dan tidak berlarut-larut. Permasalahan-permasalahan tersebut yang dijadikan
perhatian khusus antara lain adalah :

1. Lamanya proses berperkara yang menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian
khusus. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi
sulit untuk diprediksi.

2. Kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang dikarenakan
kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

3. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Penyusunan standart prosedur pelayanan pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda tidak
terlepas dari pelayanan “One Stop Service” yang telah diterapkan. Adapun Standart Operating Procedurs

(SOP) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA tahun 2018 sebagai berikut :
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NO Unit Kerja Jumlah Terdiri dari KET
Tenaga Teknis

1 | Ketua = SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari
Pendaftaran hingga pemgambilan salinan
putusan/akta cerai)

= SOP One Day Publish

= SOP Penetapan Majelis Hakim

= SOP Pelaporan LHKPN

2 | Hakim =  SOP tentang Pengawasan Bidang
= SOP Kegiatan Persidangan

= SOP Assessment Internal

= SOP Penetapan Hari Sidang

3 Panitera = SOP Layanan Informasi.

= SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

=  SOP Layanan Sidang di luar Gedung

=  SOP Penerimaan Perkara

= SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

= SOP Penetapan Penunjukan Panitera

Pengganti
= SOP Penunjukan Jurusita / Jurusita
Pengganti
4 | Panitera Muda Gugatan = SOP Kegiatan Persiapan Persidangan.

= SOP Pelayanan Mediasi

=  SOP Layanan Penundaan Sidang.

=  SOP Pelayanan Mohon Bantuan
Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama
lain.

=  SOP Layanan Pemeriksaan Setempat.

= SOP Pelayanan Mohon Bantuan
Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan
Agama Lain.

=  SOP Pelayanan Mohon Bantuan
Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan
Agama Lain.

= SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya
Perkara yang Menambah Panjar.

= SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya
Perkara yang tidak Menambah Panjar.

=  SOP Pelayanan Sita Jaminan.

=  SOP Pelayanan Sita Buntut.

=  SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa
Perkara.

= SOP Pengambilan Sisa Panjar.

= SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama
Kepada Para Pihak.

= SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah.

= SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan
Hukum Tetap.

i
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= SOP Pelayanan Ikrar Talak.

= SOP Penyerahan Akta Cerai.

= SOP Pengiriman Salinan
Putusan/Penetapan.

=  SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai
Gugat.

= SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Talak.

= SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah
memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan
Sederhana.

= SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam
Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana
Tidak Memenuhi Syarat

= SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara
Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam
Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas
Waktu.

=  SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan
Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara
Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang
Memenuhi Batas Waktu.

= SOP Pelayanan Banding

=  SOP Pelayanan Kasasi.

=  SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak
Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan
Melebihi Batas

= SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak
Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan
Tidak Mengajukan Memori Kasasi.

= SOP Pelayanan Peninjauan Kembali

= SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat

Pertama.

= SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat
Banding.

= SOP tentang Prosedur Pelayannan Prodeo
Pada Tingkat Kasasi.

=  SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara
Tingkat Pertama.

=  SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara
Tingkat Banding.

= SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara
Tingkat Kasasi.

=  SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil.

=  SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi
Pembayaran Sejumlah Uang.

= SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi
Selain Putusan Pengadilan Agama dengan
Lelang
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SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi
ke Pengadilan Agama Lain.

SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi
dari Pengadilan Agama Lain.

SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi.
SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah
Hilal.

Panitera Muda

Permohonan

SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita
Pengganti

SOP tentang prosedur Layanan Kasasi
SOP yang berkaitan dengan kegitan
perkara permohonan

SOP pemanggilan para pihak

SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar
SOP Pengelolaan Keuangan Perkara

Panitera Muda Hukum

SOP Layanan Informasi Berbasis TI
SOP tentang Prosedur Pengaduan
SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
SOP Pengarsipan

SOP Peminjaman Arsip

SOP Pelaporan Perkara

Panitera Pengganti

SOP Kegiatan Persidangan
SOP Minutasi 1 (satu) hari

Jurusita/Jurusita

Pengganti

SOP Pemanggilan Para Pihak.

SOP Permohonan Bantuan Panggilan
/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain.
SOP Pemanggilan Mediasi.

SOP Layanan Pemanggilan Saksi.

SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan.

Tenaga Non Teknis

14

Sekretaris / Kasubbag

Kepegawaian dan Ortala

SOP Pelaksanaan Oreintasi dan Sosialisasi
Tupoksi.

SOP Pengembangan Pegawai.

SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar.

SOP Pengelolaan Pegawai

SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun
dan BPJS.

SOP Pengelolaan Absensi Pegawai

SOP Pengajuan Cuti Pegawai

SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat

SOP Kenaikan Gaji Berkala

SOP Pengelolaan ljin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai.

SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai

SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai
SOP Pendelegasian Wewenang
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=  SOP Pemberian Penghargaan Kepada
Pegawai.

= SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai
dan Pejabat Negara.

=  SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas.

=  SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk
dan Surat Keluar).

= SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif.

= SOP Penatausahaan Aset.

* SOP Penatausahaan Persediaan.

=  SOP Pemeliharaan Lingkungan dan

Keamanaan.
= SOP Pelaksanaan Kehumasan dan
Keprotokolan.
16 | Sekretaris/Kasubbag =  SOP Pemberian Informasi.
Umum dan = SOP Pengelolaan Perpustakaan.
= SOP Pencairan Anggaran.
Keuangan/Bendahara = SOP Pertanggungjawaban Anggaran.
Pengeluaran/Bendahara = SOP Penatausahaan PNBP
§ = SOP Penyusunan Laporan Keuangan.
Penerimaan/Staf
Pengelola ATK
Persediaan
17 | Sekretaris / Kasubbag = SOP Penyusunan Rencana Program dan
Anggaran.
Perencanaan, Tl, dan =  SOP Penyusunan SAKIP.
Pelaporan = SOP Penyusunan Laporan.

= SOP Pengelolaan TI

- SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sejalan dengan telah dimulainya implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja, pegawai negeri sipil (PNS) perlu menyusun sasaran kerja pegawai (SKP).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil disebutkan bahwa per 1 Januari 2014 seluruh pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan sudah
membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai salah satu acuan dalam menilai prestasi kerja PNS. Dalam

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
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1 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013, antara lain yaitu aspek efektifitas, kompleksitas, dan fleksibilitas.
Efektifitas dikarenakan jika sebelumnya hasil penghitungan angka kredit (PAK) PNS hanya dilakukan saat
PNS akan mengajukan kenaikan pangkat, maka mulai tahun depan SKP sebagai pengganti PAK disusun
setiap tahunnya. Kompleksitas disebabkan karena (1) format yang digunakan dalam SKP mengalami
penyempurnaan dengan memuat 3 (tiga) kelompok penilaian, seperti Kegiatan Tugas Jabatan, Angka
Kredit, serta Target yang meliputi aspek Kuantitas (target output), aspek Kualitas (target kualitas), aspek
Waktu (target waktu), aspek Biaya (target biaya), dan (2) jika sebelumnya PAK boleh dikatakan hampir
tidak berhubungan dengan DP3, maka SKP sebagai pengganti PAK dan Perilaku Kerja, sebagai pengganti
DP3 dihitung dengan prosentasi 60% : 40%. Dan, fleksibilitas disebabkan karena laju kecepatan kenaikan

pangkat menjadi otoritas PNS untuk mengatur ritmenya.

Sasaran Kelja Pagﬂwal
(SKP)

<= He 1 Tugas Ja ]
2 Tarnget (luantitas, kualitas,
wwa ktu dan biaya)

Perilaku Kerja

< Orientasi Paelayanan
== Integritas

=== Hormitrmen

< Disiplin

= Meaerjasama

2= Mepamimpinan

Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah Rencana Kerja
dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahunnya di instansi dimana yang bersangkutan
bekerja. Rencana Kerja berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Jabatan PNS, misalnya
(untuk guru) strukturnya hampir sama seperti di dalam Penghitungan Angka Kredit (PAK), yaitu
melaksanakan penyusunan program pengajaran dan seterusnya. Sedangkan, Target terbagi atas 4

(empat) kelompok, yaitu kuantitas (output), kualitas (mutu), waktu, serta biaya (Rp). Disebutkan bahwa

)
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penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu (1) unsur SKP dengan bobot 60% dan
(2) unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%. Jika format SKP hampir sama seperti dengan format PAK,
maka format Perilaku Kerja hampir sama dengan format DP3.

Penggabungan penghitungan SKP dengan Perilaku Kerja setiap tahunnya memunculkan nuansa
keefektifan penilaian. Jika sebelumnya penghitungan angka kredit PNS dilakukan hanya ketika seorang
PNS akan naik jabatan/pangkat yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali (bagi tenaga pendidik guru
pada umumnya), maka dengan peraturan yang baru ini, hal tersebut tidak akan berlaku lagi. PNS
diwajibkan untuk membuat SKP di awal tahun (Januari) yang kemudian di akhir tahun (Desember) akan
dinilai oleh atasan langsung untuk melihat seberapa besar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang
didapat berdasarkan bukti fisik dokumen kerjanya. Dengan kata lain, penyusunan SKP tidak tergantung
pada timing karena seseorang PNS akan mengusulkan naik pangkat. Kondisi ini secara tidak langsung
berkemungkinan akan mempengaruhi pemantauan kinerja PNS yang lebih efektif karena dilakukan setiap
tahunnya.

Format SKP memuat 3 (tiga) kelompok penilaian, yaitu Kegiatan Tugas Jabatan, Angka Kredit, serta
Target yang meliputi aspek Kuantitas (target output), Kualitas (target kualitas), Waktu (target waktu),
serta Biaya (target biaya), Jika sebelumnya format penghitungan angka kredit PNS, misalnya guru adalah
hanya menyertakan 2 (dua) komponen saja, yaitu Unsur Yang Dinilai serta Angka Kreditnya saja, maka
dengan peraturan yang baru ini, terdapat 4 (empat) komponen baru sebagai indicator tercapainya SKP,
yaitu kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya yang dihitung dengan formula tersendiri. Hanya saja yang
perlu dicermati adalah jika sekiranya format tersebut sudah disetting dengan menggunakan aplikasi
excel, maka akan memudahkan pengisiannya. Dikhawatirkan jika harus ditulis dan dihitung secara
manual, maka akan menyulitkan atasan PNS yang dinilai. Dengan demikian, kompleksitas penghitungan

diharapkan tidak menjadi kendala untuk menilai kinerja PNS yang sesungguhnya.
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Dengan menyerahkan penyusunan Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai kepada PNS yang
bersangkutan, maka keleluasaan diberikan seluas-luasnya kepada PNS tersebut untuk menentukan
sendiri batasan kerja dan target yang akan dicapainya. Jika ia mampu bekerja lebih optimal, maka hasilnya
juga lebih baik dan pencapaian angka kreditnya akan menjadi lebih besar dibanding dengan PNS lain yang
memasang rencana kerja dan target yang seadanya. Dari sini dapatlah terlihat sisi penilaian yang memang

didasarkan pada penilaian berbasis kinerja.

SKP

= Kuantizas

tirstan - * Kualitas
JE'!!‘_“_ n 1 = = Wakta
| = Hlaya
i | Be
Penyusunan | Persetujwan .
Pegawai SKP - Atmamn ' Pelaksanaan G
B Kinerja
| | I Pemantauan _‘l
— Bimbingan
Rencana Kerja Masehat
Organisas| d

Perilaku Kerja
L = Drigntasi Pelayanan

* tegritas e

= Koamitmen

= Digiplin

=Kerjasama

* Kppormimpinsn

Sebagai tambahan, jika pada format DP3 yang lama terdapat 8 (delapan) komponen penilaian,
maka dalam PP ini Perilaku Kerja meliputi 6 (enam) aspek, yaitu orientasi pelayanan, integritas,
komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan yang dinilai melalui pengamatan oleh atasan pejabat
PNS yang dinilai. Jika Rencana Kerja merujuk pada penilaian yang bersifat kuantitatif, maka Perilaku Kerja
lebih kepada aspek kualitatif. Artinya, bahwa penilaian Perilaku Kerja lebih mengarah kepada data
abstrak yang diperjelas dalam anak lampiran I-f peraturan tersebut. Disebutkan bahwa aspek orientasi

pelayanan lebih menitikberatkan pada aspek kesopanan dalam tugas pelayanan; aspek integritas lebih

)
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mengarah pada sikap jujur, ikhlas, penggunaan wewenang serta keberanian menanggung resiko; aspek
komitmen mengarah kepada usaha penegakan ideology Negara Pancasila, UUD, NKRI serta Bhineka
Tunggal [ka; aspek kedisiplinan melingkupi ketaatan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan
serta ketaatan ketentuan masuk jam kerja; aspek kerjasama melingkupi kemampuan bekerjasama dengan
rekan kerja, atasan, bawahan di dalam dan di luar organisasi; serta aspek kepemimpinan berbicara
tentang bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan hingga kemampuan mengambil
keputusan dengan cepat dan tepat. Menurut hemat penulis, ke-enam aspek tersebut mungkin bersumber
dari PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan 17 (tujuh belas)
poin kewajiban sebagai PNS yang mesti ditaati (Bab II pasal 3). Dengan kata lain, penilaian prestasi kerja
seorang PNS memang semestinya bersumber dari kewajiban-kewajiban yang diembannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar hasilnya tidak bias.

Adapun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A
tahun 2018 sebagai berikut :
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Ketua.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Wakil Ketua.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Hakim.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sekretaris.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera Muda.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera Pengganti.

© 0 N s WD e

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jurusita / Jurusita Pengganti.

10. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staf.
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Matriks Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

\[0) Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan Tahun 2018 KET
Tenaga Teknis
1 Ketua 21 KEG
2 | Wakil Ketua 16 KEG
3 | Hakim 9 KEG
4 Panitera 16 KEG
5 | Panitera Muda Gugatan 12 KEG
6 | Panitera Muda Permohonan 14 KEG
7 | Panitera Muda Gugatan 15 KEG
8 | Panitera Pengganti 12 KEG
9 Jurusita 7 KEG
10 | Jurusita Pengganti 6 KEG
11 | Staf Panmud Hukum 8 KEG
12 | Staf Panmud Permohonan / Kasir 19 KEG
13 | Staf Panmud Gugatan / Meja III 12 KEG
Tenaga Non Teknis
14 | Sekretaris 12 KEG
15 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 19 KEG
16 | Kasubbag Umum dan Keuangan 22 KEG
17 | Kasubbag Perencanaan, TI, dan 13 KEG
Pelaporan
18 | Bendahara Pengeluaran 19 KEG
19 | Bendahara Penerimaan 10 KEG

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
o AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuaidengan Standar Sertifikasi

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlaku

i
L\
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berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lapangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama yang berorientasi
kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa
pengadilan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama yang akan diajukan acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Materi dalam penilaian SAPM ini terdiri dari bidang 1). Administrasi Manajemen, 2).
Administrasi Kepaniteraan, dan 3). Administrasi Kesekretariatan. Jangka waktu persiapan untuk
penilaian, diberikan waktu oleh Ditjen Badilag MA RI dimulai dari Bulan September s.d Oktober
2018.

Kelengkapan isi laporan tiap peradilan, terdiri dari evidence Standar Sertifikasi Kreditasi
Penjaminan Mutu PA, Hasil Assessment Internal, Hasil Rapat Tinjauan Manajemen, Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat, Laporan Monitoring Sasaran Mutu, Laporan Monitoring Resiko.

Pemberian Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama tahun 2017 oleh
Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar. Pengadilan Agama Samarinda
Kelas [-A mendapatkan predikat “A” (Excellent), dan akan dilakukan penilaian kembali
(survuillence) setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun dari 2018-2020.

SURVUILLENCE PERTAMA AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) TAHUN 2018

Adapun rincian jadwal survuillence pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A sebagai
berikut menggunakan pedoman terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag MA RI:

a. 2 Nopember 2018 : Rapat Persiapan Survuillence

b. 7-9 Nopember 2018 : Penilaian Asessment oleh assessor internal

c. 12-14 Nopember 2018: Asessment Eksternal oleh Tim Asesor PTA.Samarinda
Adapun Struktur di dalam APM terbaru ini juga berubah dari SAPM sebelumnya.
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: Berintegritas
: Unggul

: No KKN

: Gigih

: Akuntabel

: Siap Melayani

b. KEBIJAKAN MUTU

Pengadilan Agama Samarinda bertekad mewujudkan pelayanan dengan Motto

BUNGAS (Berakhlak, Unggul, No-KKN, Gigih, Akuntabel dan Siap Melayani) dengan

sumber daya aparatur yang professional menuju peradilan yang bermartabat dengan

mengutamakan kepuasan pencari keadilan, melakukan perbaikan perbaikan yang

berkesinambungan melalui implementasi Sistem Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan

c. YEL-YEL

Agama Samarinda

Mahkamah Agung...UNGGUL

Badilag

....... JAYA

PA. Samarinda....MAJU...YES..YES..OK
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FOTO PERSIAPAN AKREDITASI

Selamat Daltasg

DI ZONA INTEGRITAS
WILAYAH ANTI KORUPSI DAN BIROKRAS]
BERSIH MELAYAN!

56

PIMPINAN DAN SELURUE APARATUR
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
SR BEFAEYAD MIELARSANARARN SERTIFGLAS
AT E DA I E NITAMIRNANIM UTUIR E PAD I IPANVAGAMA

Samarinda, 27 September 2017
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ROLE MODEL TAHUN 2018

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A, tentang Penetapan Nama-
Nama Pegawai yang memiliki Kinerja Terbaik
yang dinilai memiliki kedisiplinan tinggi,
profesionalisme, berintegritas, kejujuran serta
bertanggung jawab terhadap pekerjaannya
pada Tahun 2018 :
1. Kategori Hakim :
Dra, Juraidah
2. Kategori Pegawai Bagian Kepaniteraan :
Muhammad Rizal, S.H
3. Kategori Pegawai Bagian Kesekretariatan :
Siska Agustina Listyaningsih
4. Kategori Pegawai Honorer
Yugdha Aulia Anwar, S.H

Penerapan 5R dan 3S

Penerapan budaya kerja 5R (Ringkas,
Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) serta
melestarikan budaya 3S (Senyum, Sapa,
dan Salam), agar ditanamkan dalam
kehidupan sehari-hari sehingga bila
tempat kerja tertata rapi, bersih dan
tertib, maka kemudahan bekerja
perorangan dapat diciptakan, dan dengan
demikian 4 bidang sasaran pokok
industry yaitu efisiensi, produktivitas,
kualitas, dan keselamatan kerja dapat
lebih mudah dicapai.

SAMARINDA
B co2
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::....Penilaian Survuillence Pertama oleh Tim Asesor Eksternal PTA.Samarinda.....::

:....Pada tanggal 12 s.d 14 Nopember 2018.....::
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ebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra
Mahkamah Agung RI serta pengadilan dibawahnya dan sebagai lembaga yang terhormat dan
dihormati, Pengadilan Agama Samarinda selama tahun 2018 terus melakukan penyempurnaan
terhadap sistem pelayanan, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana yang diinginkan dalam Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).
Adapun inovasi tersebut yaitu :
1. Aplikasi Antrian Pendaftaran dari Meja Informasi dan Pengaduan, Meja 1, Meja 2, Meja 3, Bank, Kasir,
Posbakum, dan Administrasi Umum.
2. Aplikasi E-Survey, yaitu aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat atau Pencari Keadilan yang telah
berperkara di Pengadilan.
3. Kartu Barcode, yang digunakan para pihak sebagai identitas yang selalu dibawa dari awal pendaftaran

hingga pengambilan akta cerai.

(APUKASI ANTRIAN)
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(APUKAS! E-SURVEY)

o POSBAKUM

Sesuai program Dirjen Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda sejak
tahun 2011 telah merealisasikan program Justice For All berupa pelayanan perkara Prodeo dan
Pos Bantuan Hukum. Pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda kembali
melaksanakan layanan Pos Bantuan Hukum mengingat kembali tersedianya anggaran dari dana
APBN yang tertuang dalam DIPA Eselon 04 Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda Tahun
Anggaran 2018.

Pos Bantuan Hukum ini untuk membantu masyarakat/para pihak pencari keadilan yang
tidak mampu untuk membuat gugatan, serta memberikan arahan bagi yang tidak mengerti
tentang prosedur berperkara.

Adapun total pagu DIPA.04 Tahun Anggaran 2018 untuk Jasa Konsultan Layanan Bantuan
Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp50.000.000,- atau mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.
26.000.000,- dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp76.000.000,-. Sedangkan realisasi untuk
tahun anggaran 2018 sebesar Rp50.000.000,- (100%).

Pos Layanan Bantuan Hukum ini bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas
Syariah [AIN Samarinda dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) : W17-
A1/44/KU.02/1/2018 dengan rincian sebagai berikut :

STy -1 g3
). —
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NO BULAN JAM LAYANAN SATUAN JUMLAH KET
(Rp) (Rp)

1 Januari 44 Jam 100.000 4.400.000
2 Februari 38 Jam 100.000 3.800.000
3 Maret 42 Jam 100.000 4.200.000
4 | April 40 Jam 100.000 4.000.000
5 Mei 40 Jam 100.000 4.000.000
6 | Juni 38 Jam 100.000 3.800.000
7 | Juli 44 Jam 100.000 4.400.000
8 | Agustus 42 Jam 100.000 4.200.000
9 September 40 Jam 100.000 4.000.000
10 | Oktober 46 Jam 100.000 4.600.000
11 | Nopember 42 Jam 100.000 4.200.000
12 | Desember 44 Jam 100.000 4.400.000
JUMLAH 760 Jam 50.000.000

o PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Selain Pos Bantuan Hukum, melalui dana APBN yang tertuang dalam DIPA Eselon 04 Tahun
Anggaran 2018 telah direalisasikan pula kegiatan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara, adapun
total pagu DIPA Eselon 04 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.18.750.000,- atau mengalami
kenaikan anggaran sebesar Rp14.250.000,- dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp4.500.000,-
Sedangkan realisasi untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp17.032.000,- (90.83%). Rincian realisasi

perkara prodeo selama tahun 2018 sebagai berikut :

)

Pengadilan fgama SemerindeRelas [-1 [



lsaporan Tahunan 2018

NO BULAN JUMLAH JUMLAH KET
PERKARA (Rp)

1 Januari 0 0
2 Februari 4 1.484.000
3 Maret 5 2.085.000
4 | April 3 1.203.000
5 Mei 2 441.000
6 | Juni 0 0
7 | Juli 8 2.377.000
8 | Agustus 8 2.140.000
9 September 6 5.167.000
10 | Oktober 3 1.714.000
11 | Nopember 1 120.000
12 | Desember 0 0
JUMLAH 40 Perkara 17.032.000

o PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau. Perlu
dilaksanakan perubahan sistem pelayanan yaitu pelayanan yg dilaksanakan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal s.d tahap penyelesaian produk pelayanan
Pengadilan Agama Samarinda melalui satu pintu.

Sebagaimana diamanahkan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan serta, surat edaran dari
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 1946/DjA/0T.01.3/VIII/2018 tanggal 2
Agustus 2018 tentang Penilaian PTSP di lingkungan Peradilan Agama dan SK Dirjen Badilag
Nomor : 1403.b/DJA/SK/0T.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Lingkungan Peradilan Agama.

)
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Berbarengan dengan acara penyerahan sertifikat akreditasi untuk empat lingkungan
peradilan di Nusa Dua, Bali, Senin (10/9/2018). Untuk pertama kalinya Ketua Mahkamah Agung
juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemenang lomba program Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) selaku penyeleksi PTSP pada
PA/MS telah menetapkan 5 predikat untuk masing-masing klas pengadilan. Mulai dari predikat
Juara 1 hingga Harapan II.

PA Bandung menjadi juaranya di PA Klas IA. Tidak itu saja, dengan raihan nilai tertinggi, PA
Bandung juga meraih juara umum untuk lomba program PTSP ini. Untuk Juara 2, di Klas IA ini
ditempati oleh PA Semarang. PA Makassar menduduki juara ketiga dan PA Tangerang serta PA
Samarinda menjadi juara Harapan [ dan II.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini telah di gagas dari tahun 2017, dimulai dari pembenahan
ruangan dan meja pelayanan, yang awalnya semua terpusat dari pintu samping kemudian belum
ada kerjasama dengan pihak ketiga seperti Bank yang berada di Kantor PA.Samarinda. Kemudian
semua pelayanan di tata sesuai standar pelayanan dari Mahkamah Agung, dari Meja/Loket 1, 2,
dan 3, Meja Informasi dan Pengaduan, Loket Kasir untuk Pengembalian Sisa Panjar, Loket Bank,

Loket Posbakum semua ditata didepan pintu utama masuk kantor Pengadilan Agama Samarinda.
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BABIII PEMBINAAN PAN
PENGELOLAAN,

A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Mutasi

Untuk melakukan pembinaan profesi dan karir pegawai, maka telah diterbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda dengan SK Perubahan terakhir Nomor : W17-
A1/187/KP.04.6/1/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang Badan Pertimbangan dan Kepangkatan

(Baperjakat) Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, dengan susunan sebagai berikut:

TIM PERTIMBANGAN MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2018

JABATAN
NO N /NIP ORGANIK TIM KET.

1 Drs. Wahyudi, S.H, M.H. Wakil Ketua Ketua
19601206 198803 1 003

2 | Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim Madya Utama Anggota
19581231 198612 2 001

3 | H. Muhammad Salman, S.Ag, Panitera Anggota
M.H.
19650101 198703 1 003

4 | Suriyanata, S.H. Sekretaris Anggota
19770814 199703 1 001

5 | Janainah, S.Ag Kasub Bag Kepegawaian Sekretaris
19710321 200003 2 002 Organisasi dan Tata laksana

Sumber data : Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Samarinda Kelas [A 2018
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2. Promosi

Penempatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan tertentu membuka kesempatan baginya untuk
naik pangkat menurut jenjang pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut.

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mengisi lowongan jabatan di lingkungan Pengadilan Agama
Samarinda Kelas IA setiap pengangkatan dan pengusulan pegawai untuk menduduki suatu jabatan
mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kecakapan, pangkat, kemampuan baik kemampuan
penguasaan ilmu maupun kemampuan memimpin atau membimbing bawahan dan persyaratan-
persyaratan lain yang diperlukan, sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

Pegawai Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA yang mendapatkan mutasi dan promosi tahun 2018

adalah sebagai berikut :

DATA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2018

NO NAMA JABATAN PROMOSI/MUTASI
2 3 4
Drs. Wahyudi, S.H., M.H. Wakil Ketua PA. Samarinda Wakil Ketua PA. Pati Kelas IA

NIP. 19601206 198803 1 003

Dr. Alyah Salam, M.H,, Hakim PA. Samarinda Hakim PA. Makassar Kelas 1A
NIP 19581231198612 2 001

Drs. Tamimudari, M.H. Hakim PA. Samarinda Hakim PA. Pontianak Kelas IA
NIP. 19640512 199103 1 012

Drs. Fathurrachman., M.H. Hakim PA. Samarinda Hakim PA. Banjarmasin Kelas IA
NIP. 19550810 198403 1 001

Drs. Ahmad Ziadi Hakim PA.Samarinda Hakim PA. Balikpapan Kelas IA
NIP. 19610523 199203 1 005

Dra. Hj. Rozanah.,, S.H., M.H.L. Hakim PA. Samarinda Hakim PA. Pontianak Kelas IA
NIP. 19611222 198703 2 002

Sumber data : Subag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2018

Profil Sumber Daya Manusia
%  Tenaga Teknis Yudisial

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, sumber daya teknis
yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda

Hukum, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

)
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Sumber daya teknis yudisial sebagai salah satu aparatur hukum, perlu terus ditingkatkan kualitas,

dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam

penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan kualitas sumber

daya manusia teknis yudisial yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang

baik.

Adapun maksud diselenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) tenaga teknis yudisial agar

dihasilkan tenaga yang profesional di bidang teknis peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat khususnya para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dan mampu bertanggung jawab dalam

melaksanakan tugasnya.

Tenaga teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA sampai dengan

akhir Desember tahun 2018 berjumlah 37 orang, dengan perincian sebagai berikut :

DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2018

NO

10

11

12

13

NAMA / NIP

Drs. H. Syahruddin, S.H, M.H.

19561108 198203 1 003
Drs. Wahyudji, S.H., M.H
19601206 198803 1 003
Dr. Alyah Salam, M.H.
19581231 198612 2 001
Drs. Tamimudari, M.H.
19640512 1991031012
Drs. H. Fathurrachman, M.H.
19550818 198403 1 001
Dra. Juraidah

19640803 199203 2 003
Drs. Ahmad Ziadi
19610523 199203 1 005

H. Ali Akbar, S.H., M.H.
19541206 197903 1 003
Dra. Hj. Rozanah, S.H,M.H.L.
19611222 198703 2 002

H. M. Asy’ari, S.Ag,, S.H., M.H.
19580727 1098203 1 006
H. Burhanuddin, S.H, M.H.
19570327 198203 1 002

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.
19650101 198703 1 003
Dra. Safiah, M.H.

JABATAN

Ketua / Hakim
Wakil Ketua/Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim

Panitera

Panitera Muda Gugatan

)

Pengadilan {gama SemarindeRe ag -1 45 ‘



lsaporan Tahunan 2018

NO NAMA / NIP JABATAN
1 2 3 |

19750314 199603 1 002

14 M. Hamdi, S.H., M.Hum. Panitera Muda Permohonan
19650422 199403 1 004

15 Muhammad Rizal, S.H. Panitera Muda Hukum
19840719 200704 1 001

16 Mabhriani, S.Ag. Panitera Pengganti
19700603 199703 2 004

17 Hasnaini, S.Ag. Panitera Pengganti
19720725 199803 2 002

18 Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti
19730513 199403 2 001

19 Baihaqi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti
19720517 199203 1 001

20 Hj. Mutiah, S.H. Panitera Pengganti
19661029 198902 2 002

21 Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti
19661029 198902 2 002

22 Eko Rajunan Jurusita
19691230 199402 1 002

23 Abdul Ganie, S.H. Jurusita
19670203 200112 1 001

24 Susiyanti, S.H.. Jurusita
19770111 199703 2 001

25 Susiyanti, S.H.. Jurusita
19770111 199703 2 001

26 Siti Muniroh Jurusita Pengganti
19610618 198703 2 003

27 Anisah, S.H. Jurusita Pengganti
19691015 199101 2 001

28 Igbal Khairillah, S.H. Jurusita Pengganti
19800920 200212 1 004

29 Fasry Helda D, S.H.I. Jurusita Pengganti
19850825 200912 2 002

30. M. Khairul Anwar Jurusita Pengganti
19821119 200912 1 002

31 Fathul Jannah, S.Ag. Staf Panmud Gugatan
197202172002122002

32 Kartika Cahya Robiyulina, S.H. Staf Panmud Hukum
19730409 200312 2 003

<> Tenaga Teknis Non Yudisial
Selain membawahi tenaga teknis yudisial, Sekretaris juga membawahi tenaga teknis non yudisial

yang terdiri dari tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

|
) . .
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Tenaga non teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Samarinda
sampai dengan akhir Desember tahun 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) orang Sekretaris;

- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;

- 2 (dua) orang Pengadministrasi;

DATA TENAGA TEKNIS NON YUDISIAL
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2018

NO NAMA / NIP JABATAN

1 2 \ 3

1 Suriyanata, S.H. Sekretaris
19770814 199703 1 001

2 Janainah, S.Ag. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi
19710321 200003 2 002 dan Tata Laksana

3 Risni Fitria, S.Kom., M.Si. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan
19850624 200904 2 008 Pelaporan

4 Abd. Azis, S.Ag, M.H. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
19780122 200704 1 001

5 Rohimabh, S.H. Pengadministrasi
19771108 200312 2 001

6 Siska Agustina Listyaningsih Pengadministrasi
19760818 200604 2 002

Dari jumlah pegawai Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A yang ada, baik teknis yudisial dan non
yudisial belum memenuhi batas minimal jumlah pegawai Pengadilan Agama Kelas IA, sehingga ada

beberapa pegawai yang memegang tugas rangkap sebagaimana dilihat dari data di bawah ini :

i
L\
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4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SAMARINDA
YANG MEMPUNYAI TUGAS RANGKAP

JABATAN/RANGKAP
NO NAMA

POKOK RANGKAP
1 Abdul Ganie, S.H. Jurusita Staf Panmud Hukum
2 Eko Rajunan Jurusita Staf Panmud Hukum
3 Susiyanti, S.H. Jurusita Staf Panmud Hukum
4 Anisah, S.H. Jurusita Pengganti Staf Panmud Hukum
5 Siti Muniroh Jurusita Pengganti Staf Panmud Hukum
6 Igbal Khairillah, S.H. Jurusita Pengganti Operator IT
7 Fasry Heldha D, S.H.I Jurusita Pengganti Bendahara Biaya Proses
8 M. Khairul Anwar Jurusita Pengganti Bendahara Pengeluaran

Sumber data : Subag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Pengadilan Agama Kelas [A Tahun 2018

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG ADA S.D DESEMBER 2018
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A

NO NAMA JABATAN KET
1 Drs. H. Syahruddin,SH., MH. Ketua

2 Drs. Wahyudi, S.H,M.H. Wakil Ketua
3 Dr. Alyah Salam, M.H. Hakim

4 Drs.Tamimudari, M.H. Hakim

5 Drs. H. Fathurrachman, M.H. Hakim

6 Drs. Ahmad Ziadi Hakim

7 H. Ali Akbar, S.H. M.H. Hakim

8 Dra. Hj, Rozanah, S.H, M.H.L. Hakim

9 H. M. Asy'ari, S.Ag,S.H,M.H. Hakim

10 | H.Burhanuddin, SH.,M.H. Hakim

11 Dra. Juraidah Hakim

12 H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H. Panitera

13 Suriyanata, S.H. Sekretaris

|
)
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14 Janainah, S.Ag. Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala
15 Abd. Azis, S.Ag, M.H. Kasubbag Umum dan Keuangan
16 Risni Fitria, S.Kom., M.Si Kasubbag Perencanaan, T, dan Pelaporan
17 M. Hamdji,S.H., M. Hum Panitera Muda Permohonan

18 Dra. Hj . Safiah, M.H. Panitera Muda Gugatan

19 Muhammad Rizal, S.H, Panitera Muda Hukum

20 Hj. Mutiah, S.H Panitera Pengganti

21 Mabhriani, S.Ag Panitera Pengganti

22| Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti

23 Hasnaini, S.Ag. Panitera Pengganti

24 Baihagqi, S.H, M.H. Panitera Pengganti

25 Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti

26 Eko Rajunan Jurusita

27 | Abdul Ganie, S.H. Jurusita

28 | susiyanti, S.H. Jurusita

29 Anisah, S.H. Jurusita Pengganti

30 Siti Muniroh Jurusita Pengganti

31 | Igbal Khairillah, S.H. Jurusita Pengganti

32 Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. Jurusita Pengganti

33 M. Khairul Anwar Jurusita Pengganti

34 Fathul Jannah, S.Ag. Pengadministrasi

35 | Kartika Cahya Robiyulina, S.H. Pengadministrasi

36 Rohimah, S.H. Pengadministrasi

37 | siska Agustina Listyaningsih Pengadministrasi

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

K/
0.0

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda tahun 2018 sebagai berikut :

No. Keadaan Perkara Jumlah Ket
1 2 3 \ 4
1. | Sisa Perkara Tahun 2017 343 Perkara
2. | Perkara yang diterima tahun 2018 2587 Perkara

Jumlah 2930 Perkara
3. | Perkara yang diputus tahun 2018 2593 Perkara
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Sisa Perkara 337 Perkara

‘0

% Perkara yang dterima selama tahun 2018 berjumlah 2587 perkara, Perkara yang diputus 2018
berjumlah 2593 perkara dan sisa perkara yang belum diputus tahun 2018 berjumlah 337

perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Si
Sisa Jumlah 154
Jumlah Perkara
. Perkara Perkara
Jenis Perkara Perkara Yang
Tahun L. Yang
Diterima , Belum
2017 Diputus .
Diputus
1. | Izin Poligami 2 7 9 0
2. | Pembatalan Perkawinan 0 2 2 0
3. | Cerai Talak 56 510 493 73
4. | Cerai Gugat 244 1582 1586 240
5. | Harta Bersama 3 33 30 6
6. | Penguasaan Anak / Hadlanah 5 32 35 2
7. | Nafkah Anak 1 0 1 0
8. | Perwalian 0 9 9 0
9. | Asal Usul Anak 3 91 93 1
10. | Isbath Nikah 14 142 149 7
11. | Dispensasi Kawin 3 44 46 1
12. | Wali Adhol 0 4 4 0
13. | Kewarisan 4 12 15 1
14. | Hibah 0 2 1 1
15. | Ekonomi Syariah 0 1 0 1
16. | P3HP/penetapan Ahli Waris 6 84 87 3
17. | Lain-lain 2 32 33 1
Jumlah 343 2587 2593 337
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2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN
WY DIPUTUS SAMPAI DENGAN 5 DIPUTUS 5-12 BULAN DIPUTUS LEBIH DARI 12
BULAN BULAN
1 3 4
1 2515 78 0
3. Putusan Yang Diajukan Banding :
Terdapat 18 Perkara Putusan Pengadilan Tk.I yang diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2018 yaitu perkara nomor :
TANGGAL TANGGAL TANGGAL
NO NO. PERKARA PA NO. PERKARA PTA PUTUS TK. | PENGAJUAN | PUTUSAN KET.
PERTAMA BANDING BANDING
1 2 3 4 5 6 ‘ 7
1 | 1076/Pdt.G/2017/PA.Smd | 18/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 18-12-2017 | 04-01-2018 | 03-05-2018 | CG
2 | 1156/Pdt.G/2017/PA.Smd | 16/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 18-12-2017 | 11-01-2018 | 11-04-2018 | CG
3 | 1335/Pdt.G/2017/PA.Smd | 20/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 16-01-2018 | 29-01-2018 | 18-05-2018 | CG
4 | 18/Pdt.G/2018/PA.Smd 21/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 15-02-2018 | 07-03-2018 | 16-05-2018 | CG
5 | 1354/Pdt.G/2017/PASmd | 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 06-03-2018 | 13-03-2018 | 31-07-2018 | GW
6 | 1415/Pdt.G/2017/PA.Smd | 26/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 07-03-2018 | 13-03-2018 | 06-09-2018 | CG
7 | 1423/Pdt.G/2017/PASmd | 24/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 13-03-2018 | 23-03-2018 | 02-08-2018 | GW
8 | 1656/Pdt.G/2017/PA.Smd | 30/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 24-04-2018 | 07-05-2018 | 06-09-2018 | CG
9 | 62/Pdt.G/2018/PA.Smd (Cabut Sebélum Berkas | 06-06-2018 | 08-06-2018 | 02-08-2018 | GW
Dikirim ke PTA)
10 | 365/Pdt.G/2018/PA.Smd | 38/PdtG/2018/PTASmd | 04-07-2018 | 12-07-2018 | 02-08-2018 | CT
11 | 623/Pdt.G/2018/PA.Smd | 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 08-08-2018 | 09-08-2018 | 21-11-2018 | CT
12 | 266/Pdt.G/2018/PA.Smd | 41/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 18-09-2018 | 24-09-2018 | 03-12-2018 | HAA
13 | 846/Pdt.G/2018/PA.Smd | 42/Pdt.G/2018/PTA.Smd | 18-09-2018 | 24-09-2018 | 12-12-2018 | HAA
14 | 1600/Pdt.G/2018/PA.Smd - 11-10-2018 17-10-2017 - GW
15 | 765/Pdt.G/2018/PA.Smd - 17-10-2018 23-10-2018 - HAA
16 | 1043/Pdt.G/2018/PA.Smd - 06-11-2018 13-11-2018 - HB
17 | 1274/Pdt.G/2018/PA.Smd - 13-11-2018 26-11-2018 - HAA
18 | 1447/Pdt.G/2018/PA.Smd - 10-12-2018 21-12-2018 - CG
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NO

Putusan pengadilan Tk.I
yang dikuatkan Tk.Banding
dan dikuatkan Tk. Kasasi

2

No Pkr Tk.1:
580/Pdt.G/2017/PA.Smd
No. Pkr Banding :
02/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Nomor Perkara

Kasasi

426 K/AG/2018

Tanggal
Tanggal
Permohonan

Kasasi

4 5

20-03-2018 30-08-2018

Putusan Kasasi

KET

No Pkr Tk.1:
1263/Pdt.G/2017 /PA.Smd
No. Pkr. Banding :
01/Pdt.G/2018/PTA.Smd

427 K/AG/2018

27-03-2018 -

Perkara
Belum Putus

No Pkr Tk.1:
1335/Pdt.G/2017 /PA.Smd
No. Pkr Banding :
20/Pdt.G/2018/PTA.Smd

711 K/AG/2018

28-06-2018 -

Perkara
Belum Putus

No Pkr Tk.1:
1003/Pdt.G/2017 /PA.Smd
No. Pkr Banding :
14/Pdt.G/2018/PTA.Smd

784 K/AG/2018

18-07-2018 -

Perkara
Belum Putus

No Pkr Tk.1:
1423/Pdt.G/2017 /PA.Smd
No. Pkr Banding :
24/Pdt.G/2018/PTA.Smd

13-09-2018 -

Perkara
Belum Putus

No Pkr Tk.1:

1354 /Pdt.G/2017 /PA.Smd
No. Pkr Banding :
25/Pdt.G/2018/PTA.Smd

18-09-2018 -

Perkara
Belum Putus

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali

NO

URAIAN

Putusan Pengadilan Tk. [ yang dikuatkan

PUTUSAN PK/KASASI

KET

iBANDINGiTK.I

Banding dan tidak dapat diterima Tk.
Kasasi yang dikuatkan Tk.PK

a | Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang NIHIL
dikuatkan Tk.PK
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan NIHIL
b | Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk.PK
Putusan Pengadilan Tk. [ yang dikuatkan NIHIL

)

)
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Putusan Pengadilan Tk. [ yang dibatalkan
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan
Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. [ yang dikuatkan
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. [ yang dikuatkan
Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. [ yang dikuatkan
Banding dan tidak dapat diterima Tk.
Kasasi yang dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. [ yang dibatalkan
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. [ yang dibatalkan
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. [ yang
Berkekuatan Hukum tetap yang
dikuatkan Tk. PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang
berkekuatan hukum tetap yang
dikuatkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang
berkekuatan hukum tetap yang
dikuatkan Tk. PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk.I yang
berkekuatan Hukum tetap yang
dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang
berkekuatan hukum tetap yang
dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum
Tetap yang dibatalkan Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk.I yang
Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak
dapat diterima Tk.PK

NIHIL

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang
Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat
diterima Tk.PK

NIHIL
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6. Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi

LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI
NO JUMLAH PERKARA YANG
DIMEDIASI
TIDAK BERHASIL BERHASIL
1 2 3 4
1 405 367 38

7. Rasio Perkara terhadap Majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda tahun 2018

dengan pembagian perkara menggunakan rumus dengan perbandingan (124) terdiri dari :2

- Majelis A (Ketua) 01

- Majelis B (Wakil Ketua) 2

- Majelis C1s.d C8 :5

Dengan rincian Rasio Perkara terhadap majelis pada Pengadilan Agama Kelas 1.A Samarinda

Tahun 2018 adalah :

Sisa tahun Tambah bulan Jumlah Diputus Sisa tahun
No. Nama hakim/majelis lalu ybs ybs
G G G G P G P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H. 13 1 81 10 94 11 77 10 17 1
2 | Drs. Wahyudi, S.H., M.H. 25 1 130 22 155 23 138 23 17 0
3 | Dra. Alyah Salam, M.H. 75 4 457 74 532 78 477 77 55 1
4 Drs. Tamimudari, M.H. 86 5 631 109 717 114 654 114 63 0
5 Drs. H. Fathurrachman, M.H. 87 4 451 72 538 76 502 75 36 1
6 | Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. 0 0 90 21 90 21 39 18 51 3
6 | Dra.luraidah 140 7 779 143 919 150 793 145 126 5
7 | Drs. Ahmad Ziadi 111 9 792 144 903 153 773 148 130 5
8 | H.AliAkbar, S.H., M.H. 106 11 783 142 889 153 784 152 105 1
9 | Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. 116 11 837 144 953 155 832 150 121 5
10 | H. M. Asyari, S.Ag., S.H, M.H. | 123 11 879 156 | 1002 | 167 868 161 134 6

)
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11

H. Burhanuddin, S.H., M.H. 136 14 1096 192 1232 206 1083 201 149 5

JUMLAH

1018 78 7006 1229 8024 1307 7020 1274 1004 33

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Saranadan Prasarana Gedung

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda telah melakukan pengadaan sarana

dan prasarana Gedung Kantor berupa Pengadaan Teknologi Informasi berupa alat pengolah data,

meubelair dan pengelola data pendukung SIPP.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

a.

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda terdapat pengadaan sarana dan

prasarana fasilitas gedung kantor berupa :

1
2
3
4,
5
6
7

. Sice : 2 Unit
. Meja Kerja Kayu : 6 Unit
. Lemari Laktasi : 1 Unit

Ranjang Besi P3K : 1 Unit
. Genset : 1 Unit
. TV : 2 Unit
. Laptop : 6 Unit

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda telah melakukan pembenahan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa :

A L o A

Perbaikan peralatan Komputer/laptop : 33 Unit
Pemeliharaan printer : 21 unit
Pemeliharaan AC : 23 Unit
Pemeliharaan kendaraan roda dua : 3 unit

Pemeliharaan kendaraan roda empat : 3 unit

Pemeliharaan Gedung Lantai 1, Lantai 2 dan pembanahan ruang panitera, ruang sidang 1,
ruang sidang 2, ruang sidang 3, ruang mediasi, menyusui, ruang kesehatan, ruang merokok
serta ruang penasehat hukum

Pemindahan posisi tangga menuju lantai 2 pada ruang pelayanan agar lebih luang untuk

meja pengaduan dan meja administrasi umum.
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c. Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda telah melaksanakan Lelang dan
juga penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor berupa peralatan kantor dan
2 unit kendaraan bermotor.

d. Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda telah mengusulkan Penetapan
Status Penggunaan (PSP) BMN berupa sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor
sebanyak 32 unit senilai Rp. 347.301.600,00. Yang berasal dari pembelian/pengadaan pada
tahun 2017 dan 2018.

3. Pengelolaan BMN, Surat dan Perpustakaan

a. Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda telah melakukan penertiban
pengelolaan Barang Milik Negara terhadapa Inventaris yang digunakaan/dipakai dengan
menerbitkan surat penunjukan dan pemakaian berupa :

- 3 surat Penunjukan Pemakaian kendaraan roda 4
- 3 surat penunjukan pemakaian kendaraan roda 2
- 33 surat penunjukan pemakaian laptop

b. Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda telah melakukan pengelolaan
surat dengan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, member nomor, mencatatan
dan mendisribusikan baik surat masuk sebanyak 1723 surat masuk dan surat keluar

sebanyak 2.166.

Rincian surat masuk

BULAN KODE JUMLAH
HM KP HK oT PB PS PP KU PL KS
Januari 14 18 138 5 0 0 1 2 1 1 180
Februari 2 12 93 2 0 0 2 3 1 0 115
Maret 2 8 115 2 0 0 0 2 0 0 129
April 7 21 130 0 0 0 4 0 2 0 164
Mei 4 13 115 5 0 0 2 2 0 0 141
Juni 2 12 67 1 0 0 0 0 0 1 83
Juli 5 24 133 1 0 0 0 4 0 0 167
Agustus 12 18 104 6 0 0 2 2 2 0 146
s Lk
-\

3 -

F _ R\
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September 12 24 81 1 0 0 1 4 1 2 126
Oktober 9 17 124 3 0 0 0 1 1 0 155
November 9 19 119 1 1 0 0 1 0 0 150
Desember 3 36 121 4 0 0 1 2 0 0 167
Jumlah 81 ‘ 222 1340 31 ‘ 1 0] 13 23 8 4 1723
Rincian Surat Keluar :
AP A A A A 0
BULAN KODE JUMLAH
HM KP HK oT PB PS PP KU PL KS
Januari 16 61 136 14 0 1 0 25 5 3 261
Februari 1 22 108 3 1 0 0 7 4 0 146
Maret 3 12 138 2 0 0 0 13 0 0 168
April 0 19 111 1 0 1 0 17 6 0 155
Mei 0 22 115 3 1 0 0 20 3 0 164
Juni 2 7 59 0 0 0 0 9 1 0 78
Juli 1 26 144 4 5 1 0 28 2 0 211
Agustus 2 31 158 3 0 0 0 18 1 0 213
September 2 40 163 0 0 0 0 15 0 0 220
Oktober 2 16 142 1 0 0 0 10 9 0 180
November 0 18 145 2 1 0 0 12 3 0 181
Desember 0 45 116 2 0 0 0 21 5 189
2166

JUMLAH
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Kendaraan Dinas

Tahun Kondisi
No Uraian Perolehan Rusak Rusak Keterangan
Baik Ringan Berat

I. | Jenis Kendaraan Roda 4

1. | Sedan Toyota Vios 2006 v -

2. | Minibus Toyota Innova 2011 v -

II. | Jenis Kendaraan Roda 2

1. Suzuki A100 1998 v Telah dilelang

dan dihapuskan
: Telah dilelang
- v

2. Yamaha RX-King 2005 dan dihapuskan
3. | Honda Supra NF 125 TR 2008 v -

4. | Honda Supra NF 125 TR 2008 v -

Rumah Dinas
Kondisi
No Uraian Jumlah Rusak Rusak Keterangan
Baik Ringan Berat

I. | Rumah Dinas - - - - Tidak Memilik Rumah Dinas
1. | Rumah Dinas Ketua - - - - -

2. | Rumah Dinas Wakil Ketua - - - - -

3. | Rumah Dinas Hakim - - - - -

4. | Rumah Dinas Panitera - - - - -

5. | Rumah Dinas Sekretaris - - - - -

Matriks Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Samarinda

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

L Ruang Kantor Lantai I 18

1 | Ruang Pelayanan 1

2 | Ruang Panitera 1

3 | Ruang Sekretaris 1

4 | Ruang Kepaniteraan 1

5 | Ruang KeseKkretriatan 1

6 | Ruang Sidang Utama 1

7 | Ruang Ruang Sidang 3

8 | Ruang Mediasi 1

9 | Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti 1

10 | Ruang Kasir 1

Pengadilan Igama Semarind&Relas -
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11 | Ruang Bank 1
12 | Ruang Posbakum 1
13 | Ruang Pengacara 1
14 | Ruang Smoking Area 1
15 | Ruang Menyusui 1
16 | Ruang P3K 1
17 | Ruang Musholah Umum 1
18 | Ruang Pojok Baca 1
IL. Ruang Kantor Lantai II 13
1 | Ruang Ketua 1
2 | Ruang Wakil Ketua 1
3 | Ruang Hakim 1
4 | Ruang Panitera Pengganti 2
5 | Ruang Rapat Ketua 1
6 | Ruang Tunggu Pengunjung/Tamu 1
7 | Ruang Arsip Kesekretariatan 1
8 | RuangIT/Operator 1
9 | Ruang Perpustakaan 1
10 | Ruang Musholah 1
11 | Ruang Aula 1
12 | Ruang Arsip Perkara 2
IIL Fasilitas Perkantoran 685
1 | Scafolding Sel & Tool 1 Telah dilelang
2 | Perangkat lainnya 1
3 | Mesin ketik Manual Portable (11-12 Inci) 1 Telah dilelang
4 | Lemari Besi/Metal 17
5 | Lemari Kayu 20
6 | Rak Besi 18
7 | Barngkas 2
8 | Tabung Pemadam 2
9 | CCTV 3
10 | White Board 2
11 | Mesin Absensi 3 2 Unit Telah dilelang
12 | Overhead Projector 1
13 | Papan Pengumuman 6
14 | Meja Kerja Kayu 60
15 | Kursi Besi/Metal 169 7 Unit Telah dilelang
16 | Kursi Kayu 11
17 | Sice 5
18 | Bangku Panjang Besi/Metal 19
19 | Meja Rapat 7
20 | Meja Komputer 8 4 Unit Telah dilelang
21 | Meja Resepsionis 4
22 | Partisi 6
23 | Jam Elektronik 2

)

)
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24 | Mesin Pemotong Rumput 1

25 | Alat Pembersih Lainnya 1 Telah dilelang

26 | A.C. Spilit 30

27 | Kipas Angin 4

28 | Kompor Gas (Alat dapur) 1

29 | Radio 1 Telah dilelang

30 | Televisi 11

31 | Amplifier 2

32 | Loudspeaker 7 Telah dilelang

33 | Sound System 4

34 | Wilreless 5

35 | Microphone Table Stand 2 Telah dilelang

36 | Lambang Garuda Pancasila 4

37 | Gambar Presiden/Wakil Presiden 3 Telah dilelang

38 | Tiang Bendera 8

39 | Kaca Hias 4

40 | Dispenser 4

41 | Mimbar/Podium 1

42 | Palu Sidang 4

43 | Lambang Instansi 2

44 | Handy Cam 1 Telah dilelang

45 | Gordyin/Kray 2

46 | Bendera Negara 4 Telah dilelang

47 | Bingkai Foto 19

48 | Bracket Standing Peralatan 3

49 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3

50 | Power Amplifier 1

51 | Vodeo Audio Jack Panel 4 Telah dilelang

52 | Camera Digital 2

53 | Mesin Barcode 4

54 | Telephone (pabx) 1

55 | Pesawat Telephone 13 2 Unit Telah dilelang
56 | Facsimile 2 1 Unit Telah dilelang
57 | Antene Uhf Portable 1 Telah dilelang

58 | Genset 2 1 unit Telah dilelang
59 | Serial Scanner/Printer 1

60 | P.C. Unit 21 4 Unit Telah dilelang
61 | Lap Top 33 3 Unit Telah dilelang
62 | CPU (Peralatan Personal Komputer) 9 Telah dilelang

63 | Monitor 8 Telah dilelang

64 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 35 10 Unit Telah dilelang
65 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1

66 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 10 Telah dilelang

67 | Server 2

68 | Router 2

69 | Modem 2

70 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 2 Lantai

)
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71 | Gedung Pos Jaga Permanen 1 1 Lantai

72 | Jaringan Distribusi Tegangan 1s/d 20 Kva 1 Telah dilelang
73 | Monografi 7

74 | Buku Lainnya 18

75 | Bahan Katografi 8 Telah dilelang
76 | Sofware Komputer 1

c. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Samarinda menerima 2 (dua) DIPA untuk 2

(dua) Eselon dengan 2 (dua) kode satuan kerja yang berbeda. Adapun DIPA yang diterima adalah

sebagai berikut :
DATA RINCIAN DIPA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA TAHUN
ANGGARAN 2018
Kode Pagu DIPA Pagu DIPA Setelah
No Eselon Satker Nomor DIPA | Tgl. DIPA Semula iR I Revisi iR I
Badan
Urusan 30717 | DIPA-005.01.2. 5 Des
1 Administrasi 3 307178/2018 2017 7.233.321.000,00 | 7.533.321.000.00
(005.01)
Dirjen
g 30905 | DIPA-005.04.2. 5 Des
2 (](3)3(;11(;;1% 3 309053/2018 2017 72.350.000,00 72.350.000.00

Sumber Data : Subag. Keuangan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda 2018

Dalam hal pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda
melaksanakannya sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XI1/2017
tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran
2018,

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Nomor W17-
A1/2140/KU.01/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola DIPA 01
Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda Nomor W17-A1/2141/KU.01/12/2017 tanggal 29
Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola DIPA 04 Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan
Agama Kelas [-A Samarinda. Sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2018, Pengadilan Agama

Kelas I-A Samarinda telah merealisasikan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Eselon 01 sebesar

Pengadilan {Igama Samerind&Relas -1 i
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Rp7.897.785.372,00 atau 104.09% dari total pagu tahun anggaran 2018 sebesar Rp7.597.845.000,00.

Berikut rincian realisasi anggaran tahun 2018 berdasarkan program kegiatan :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya hanya terdapat

pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi MARI dengan alokasi pagu sebesar

Rp6.976.098.000,00 dengan rincian berupa Belanja Pegawai dianggarkan sebesar
Rp6.096.308.000,00 dan Belanja Barang Rp967.013.000,00.
Pagu Anggaran Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
Awal (Rp) Setelah Revisi Rp % Rp %
(Rp)
7 2 3 4 5 6
6.096.308.000 6.150.832.000 | 6.511.395.281 | 105.87 | (360.563.381) -

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung juga hanya terdapat pada DIPA

Eselon 01 Badan Urusan Administrasi MARI dengan alokasi pagu sebesar Rp470.000.000,00

terdiri dari :

a. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor berupa Perlatan dan Mesin sebesar Rp375.000.000,00.

b. Pengadaan Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi berupa Alat Pengelolah Data dan
Komunikasi sebesar Rp95.000.000,00.

c. Pengadaan Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi berupa Sarana Prasrana Pendukung
SIPP sebesar Rp75.000.000,00.

Pagu Anggaran Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
Awal (Rp) Setelah Revisi (Rp) Rp % Rp %
1 Z 3 4 ) 6
170.000.000 470.000.000 456.191.900 97.06 | 13.808.100 2.94
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Sedangkan program Peningkatan Manajemen Peradilan hanya terdapat pada DIPA Eselon 04
Dirjen. Badan Peradilan Agama MARI dengan alokasi pagu sebesar 72.350.000,00.

Pagu Anggaran Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
Awal (Rp) Setelah Revisi (Rp) Rp % Rp %
1 2 3 4 ) 6
72.350.000.000 72.350.000.000 70.492.000 | 97.43 1.858.000 2.57

4. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017-2018 untuk DIPA.01 BUA MA-RI

NO | BELANJA TAHUN 2017 TAHUN 2018
PAGU REALISASI Y% PAGU REALISASI Y%
1 | Pegawai 5.991.685.000 5.956.053.446 99.41 | 6.150.832.000 6.511.395.281 105.86
2 | Barang 984.413.000 941.650.240 95.65 967.013.000 930.198.191 96.19
3 | Modal 332.000.000 329.100.000 99.13 470.000.000 450.191.900 97.06
Total 7.308.098.000 7.226.803.686 98.89 | 7.533.321.000 7.897.785.372 99.69

5. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017-2018 untuk DIPA.04 Badilag

NO | BELANJA TAHUN 2017 TAHUN 2018
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
1 Pegawai - - - -
2 Barang 84.100.000 83.938.000 99.81 72.350.000 70.492.000 97.43
3 Modal
Total 84.100.000 83.938.000 99.81 72.350.000 70.492.000 97.43

D. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP
- Publikasi Perkara (One Day One Publish)
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<< > O @ @ 192.168.100.11/sipp/antrian_dirput

Selamat Datang Muhammad Rizal, S.H

SiSTem |nfOfmGSi Pene'USUFOn Pe QrO Anda Login Sebagai [Panitera Muda Hukum]

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA IPerkara Yang Ditanganif|

Home Jumal Perkara Register Induk Keuangan Perdata Jinayat Laporan Jadwal g Arsip Perkara  Antrian = Pesal System

LAPORAN UPLOAD Dokumen Elekironik (d-Docs) Direktori Putusan Mahkamah Agung

ANTRIAN E-DOC's PUTUSAN AKHIR UPLOAD upload e-Docs Pada DIREKTORI PUTUSAN ANTRIAN E-DOC's UPAYA HUKUM UPLOAD BANDING KASAS,PENINJAUAN KEMABALI
#  Task Progress Label
i Jumlah Perkara Putus  [REERE>] 9
1 e-Docs Putusan Akhir Tingkat Pertama 0,0 %
i Jumiah Perkara Minutasi  [E 82747
1 e-Docs Data Dukung Upaya Hukum Banding 0,0 %
i Jumlah Perkara Belum Minutasi
2 e-Docs Data Dukung Upaya Hukum Kasasi
if Jumlah File Putusan yang diupload (lokal) m
3. e-Docs File Upaya Hukum Peninjauan Kembali 0,0 %
if  Jumiah File Putusan yang Belum diupload (lokal)
if Jumlah Putusan yang Tercatat pada Direktori Putusan (e-Docs)  [RZREIT
ANTRIAN SAAT INI!!! upload e-Docs Pada DIREKTORI PUTUSAN
if Jumlah Putusan yang belum diupload ke Direktori Putusan (e-Docs) m
if Putusan Terupload : B=E3CITEWNITT c4

i Jumlah Putusan [AMBIGU] Pada Direktori Putusan (e-Docs) W SILLTECELL T

if Upaya Hukum B=@.NIG0E
IMasuk @) Sukses Gagal @D -

File Pendukung

i Jumlah Anfrian Saat ini

8M | Memory Usas

e | Version 3.2.0-5|

€D )R © 192.168.100.11/sipp/detil_perkara_agama

*

x L e

< Kembali | Pilih Template Pendukung

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara

1566/Pdt.G/2017/PA.S  Siti Hamzah binti Labani Kole bin Labatala Pembuatan Akta Cerai
md

Tanggal BHT

Rabu, 31 Jan. 2018
(Edit)

- Data Umum | Penetapan | Court Calendar | Jadwal Sidang | Putusan Akhir | Akta Cerai | Biaya Perkara | Riwayat Perkara _

Putusan Verstek Ya
Sumber Hukum - Uu/PP
Status Putusan Dikabulkan
Faktor Penyebab oo
Peselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus
. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan fidak hadir;

Keadaan Isiri Suci
. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek:

1
2.

Amar Putusan 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Kole bin Labatala ), terhadap Penggugat ( Siti Hamzah binti Labani );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 410000,- ( empat ratus sepuluh ribu ).

E-Doc Putusan Dokumen Belum Ada

= plelel VI (Ie g Wa\glelgllis eIl Dokumen Belum Ada
etak Instrumen Putusan ﬂa

6MB.

ublik Indonesia 2015

ipfa © Mahkamah Agung R

Selama tahun 2018, putusan yang telah diupload sebanyak 821 putusan

Pengadilan dgama

4, Edit Putusan Akhir
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- Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software)
Dari belanja modal untuk tahun anggaran 2018 ini, dukungan teknologi informasi pendukung
SIPP berupa:

Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
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R R R Lt

L

MAHKAMAH AGUNG

Depan | Petunjuk Penggunaan | Tentang | [RSS%N

Home » Pengadilan » Agama » PA SAMARINDA

PA SAMARINDA

Putusan Terbaru

Semua Direktori

Perdata (4 putusan)
Perdata Agama (5348 putusan)

Putus : 2019 (2) | 2018 (821) | 2017 (335) |
2016 (891) | 2015 (488) | 2014 (1212) | 2013
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Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Mahkamah Agung Republik Indonesia

RASIO PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

Tahun Lalu Tahun Ini Username

87.46 %

Password

Gugatan (0%)

Permohonan 0 (0%) 3

ime : 0.0188 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 3.88MB Hak Cipta ® Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda terus berupaya untuk membina dan mengembangkan
kemampuan demi mewujudkan lembaga peradilan agama yang semakin profesional, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan
berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi, akuntabilias demi mewujudkan good
governance.

Dan saat ini istilah good governance (Kepemerintahan yang baik) tidak dapat dipisahkan dari
lembaga pemerintah, intinya dari istilah tersebut diharapkan lembaga pemerintah mampu
menciptakan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Pengadilan agama sebagai salah satu lembaga
pemerintah saat ini turut berupaya agar terciptanya good governance di pengadilan, salah satunya
melalui keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik terhadap
masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan
hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan IT (Information
Technology). Bersama dengan perkembangan perdagangan global, kemajuan IT yang luar biasa

bergerak saling melengkapi dan mempengaruhi.

|
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Dukungan Teknologi dan informasi meliputi perangkat lunak ada pun dukungan TI yang ada

pada Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda yaitu :

- Website Pengadilan Agama Samarinda - Aplikasi SIMKEP ON LINE
- Aplikasi SIPP - SIMARI-ON LINE
- Aplikasi Antrian - Aplikasi SAPK-BKN
- Aplikasi E-Survey - Aplikasi GPP
- Aplikasi RKA-KL DIPA - Aplikasi SPM
- Aplikasi KOMDANAS ON LINE - Aplikasi SAIBA
- Aplikasi Bappenas PP 39 - Aplikasi SIMAK-BMN
- Aplikasi MONEV ANGGARAN ON LINE - Aplikasi PERSEDIAAN
- E-Rekon Wilayah - Aplikasi SIMTALAK
- SIMAK BMN Wilayah - Aplikasi SAS
- Aplikasi SIMAN ON LINE - Aplikasi K2PN
- LHKPN Online - E-SPT
- OM SPAN

E. REGULASI TAHUN 2018

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) peradilan yakni menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA selama tahun 2018 berpedoman pada
regulasi (aturan) yang menjadi dasar pelaksanaan tupoksi yakni Undang-Undang, Keputusan Presiden
(Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA), Peraturan Mahkamah
Agung (Perma).

Dalam implementasinya atas regulasi diatas, Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dalam hal ini Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA selaku pucuk pimpinan juga menerbitkan beberapa Surat Keputusan
yang menjadi regulasi (aturan) dalam pelaksanaan Tupoksi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Adapun regulasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dalam tahun 2018 sebagai

berikut :

Pengadilan Igama Semarind&hclag [-d g7
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REGULASI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2018

NO

10

REGULASI

SK Tim PMPRB PA Samarinda, meliputi:
struktur, uraian tugas, kewajiban dan
tanggung jawab.

SK Tim Pemantau Disiplin kerja Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil PA Samarinda, meliputi:
struktur, uraian tugas, Kkewajiban dan
tanggung jawab.

SK Penunjukan Petugas Daftar Hadir dan
Daftar Pulang Jam Kerja Pada Pengadilan
Agama Samarinda Kelas

SK Ketua PA Samarinda tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
meliputi: Struktur, uraian tugas, kewajiban
dan tanggung jawab

SK Ketua PA Samarinda tentang 68standard
Layanan Informasi

SK tentang Jenis Informasi pada Pengadilan
Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Ketua PA Samarinda tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
meliputi: Struktur, uraian tugas, kewajiban
dan tanggung jawab

SK Ketua PA Samarinda tentang penetapan
mediator

SK Tim Penanganan Gratifikasi, meliputi:
struktur, uraian tugas, kewajiban dan
tanggung jawab

SK Ketua PA Samarinda tentang penunjukan
Tim pemeriksa pengaduan, meliputi: struktur,

uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

KETERANGAN
NOMOR SK TANGGAL SK
W17-A1/74/0T.01.2/01/2018 02-01-2018
W17-A1/38/KP.02.1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/31/KP.02.1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/43/HM.01.1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/60/0T.01.3/01/2018 02-01-2018
W17-A1/38/KP.02.1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/43/HM.01.1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/36/KP.04.6/1/2018 02-01-2018
W17-A1/61/KP.02..1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/34/HM..01.1/1/2018 02-01-2018
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NO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

REGULASI

SK Pembentukan Pengurus Ikatan Hakim
Indonesia  (IKAHI) Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Pembentukan Pengurus lkatan Panitera
dan Sekretais Pengadilan Indonesia (IPASPI)
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Penunjukan Kasir Biaya Perkara pada
Pengadilan Agama Samarinda Kela IA Tahun
2018

SK Penunjukan Humas pada Pengadilan
Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Petugas Monitoring E-Mail/Wesite
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Penunjukan Pengelola Barang ATK
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Petugas Penyimpan Barang Inventaris
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Tugas dan tanggung jawab Pejabat
Struktural dan Fungsional serta Pegwai
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Penunjukan Tim Koordinator Delegasi
Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses
pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A

Tahun 2018

KETERANGAN
NOMOR SK TANGGAL SK
W17-A1/42/0T.00/1/2018 02-01-2018
W17-A1/57/0T.00/1/2018 02-01-2018
W17-A1/57/0T.00/1/2018 02-01-2018
W17-A1/53/KP.04..5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/56/KS.00/1/2018 02-01-2018
W17-A1/56/KS.00/1/2018 02-01-2018
W17-A1/14/0T.01.3/1/2018 02-01-2018
W17-A1/55/KP.00.3/1/2018 02-01-2018
W17-A1/45/HK.05/1/2018 02-01-2018
W17-A1/44/HK.05/1/2018 02-01-2018
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NO

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33
34

REGULASI

SK tentang Tarif dan Jenis-jenis Biaya Perkara
dan Pembukuannya pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Penunjukan Petugas Penanggung jawab
Pengelola Perpustakaan Tahun 2018

SK Penunjukan Petugas Register Induk
Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2018

SK Penunjukan Penulis Register Induk
Keuangan Perkara Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A

SK Penunjukan Petugas Akta Cerai
Pengadilan Agama Samarinda Kelas

I-A

SK Penulis Buku Jurnal Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A

SK Petugas Meja Informasi

SK Penulis Register Perkara
Gugatan/Permohonan

SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen,
Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya
Proses pada Pengadilan Agama Samarinda
Kelas I-A Tahun 2018

SK Penunjukan Petugas Meja I Pengadilan
Agama Samarinda Kelas [-A Tahun 2018

SK Penunjukan Petugas Meja II Pengadilan
Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Penunjukan Petugas Meja III Tahun 2018

KETERANGAN
NOMOR SK TANGGAL SK

W17-A1/26/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/30/KP. 04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/23/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/19/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/22/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/834/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/21/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/41/HK.05/1/2018 02-01-2018
W17-A1/40/HK.05/1/2018 02-01-2018
W17-A1/833/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/25/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/29/KP.04.5/1/2018 02-01-2018
W17-A1/40/HK.05/1/2018 02-01-2018
W17-A1/2143/KU.01/12/2017 02-01-2018
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NO

35

36

37

38

39

40

41

42

43

REGULASI

SK Penunjukan Petugas Meja Pengaduan
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Pengelola Anggaran, meliputi: struktur,
uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
SK Penunjukan Bendahara Penerimaan pada
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
Anggaran 2018

SK tentang Bendahara Pengeluaran pada
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A tahun
2018

SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang
Penunjukan Tim Pengelolaan Koordinator
Wilayah Dalam rangka Penyusunan Laporan
Unit Akuntansi Pembantu  Pengguna
Barang/Anggaran  Wilayah  DIPA 04
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
Anggaran 2018

SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Penanganan Benturan Kepentingan,
meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban
dan tanggung jawab

SK tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tim
Pengelola IT)

SK Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan
Agama Samarinda Kelas IA tahun 2018

SK tentang Penunjukan Tim Koordinator

Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang

KETERANGAN
NOMOR SK TANGGAL SK

W17-A1/40/HK.05/1/2018 02-01-2018
W17-A1/ 07/0T.01.2/1/2018 02-01-2018
W17-A1/48/KU.01/1/2018 02-01-2018
W17-A1/112/HM.01/1/2018 02-01-2018
W17-A1/57.a/HM.02.3/1/2018 02-01-2018
W17-A1/39/HK.05/1/2018 02-01-2018
W17-A1/05/0T.01.2/1/2018 02-01-2018
W17-A1/58/KP.05.1/1/2018 02-01-2018
W17-A1/54/KP.02.1/01/2018 02-01-2018
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NO

44

45

46

47

48

49

50

51

52

REGULASI

Milik Negara Kode Anggaran 005.04 untuk
Wilayah Peradilan Agama se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun
2018

SK tentang Pembentukan Satuan
Tugas/Relawan Anti Narkoba Pengadilan
Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Penunjukan Tim Role Model pada
Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun
2018.

SK Tim Pemanfaatan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tim
Pengelola IT)

SK Pembentukan Tim Manajen Resiko
Pengadilan Agama Samarinda

SK tentang Alih Media Arsip pada Pengadilan
Agama Samarinda Tahun 2018

SK Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A tahun
2018

SK Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Pembentukan Tim Implementasi Aplikasi
Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP)
Versi 3.2.0.3 Pengadilan Agama Samarinda
Kelas I-A

SK Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan
Perkara pada Pengadilan Agama Samarinda

Kelas I-A Tahun 2018

KETERANGAN

NOMOR SK TANGGAL SK
02-01-2018
W17-A1/57.a/HM..02.3/1/2018 02-01-2018
W17-A1/107/KP.02.1/01/2018 02-01-2018
W17-A1/52/KP.02.1/01/2018 02-01-2018
W17-A1/16/KU.01.2/01/2018 02-01-2018
W17-A1/16/KU.01.2/01/2018 02-01-2018
W17-A1/58.a /KU.01.2/01/2018 02-01-2018
W17-A1/58/KU.01.2/01/2018 02-01-2018
W17-A1/47/KS.00/01/2018 02-01-2018
02-01-2018

W17-A1/51/HK.05/01/2018

)

|
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NO

53

54

55

56
57

58

59
60
61

63

64

REGULASI

SK Penunjukan Petugas Pengelola Arsip
Bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun
2018

SK Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar
pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A
Tahun 2018

SK tentang Uraian Pembagian Tugas Ketua
dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
Samarinda Kelas [-A Tahun 2018, meliputi:
struktur, uraian tugas, kewajiban dan
tanggung jawab

SK Penetapan Ruangan

SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang
Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas [-A

SK Pembentukan Tim Tindak lanjut hasil
temua pemeriksaan Badan Pengawas
Mahkamah Agung R.I. pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A Tahun 2018

SK Penunjukan Notulen Rapat

SK Surat Tugas Hawasbid 2018

SK Penetapan Besaran Honorarium Tim
Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas IA Tahun 2018.

SK Kuasa Pengguna Angaran tentang
Penetapan Besaran Honorarium Pengelola

Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil)

KETERANGAN

NOMOR SK TANGGAL SK
W17-A1/16/KU.01.2/01/2018 4-01-2018
W17-A1/38/KP.02.1/1/2018 5-01-2018
17-A1/113.a/KS.00/1/2018 20-12-2017
W17-A1/2108/HK.05/1/2018 23-07-2018
W17-A1/1130/PS.00/07/2018 23-07-2018
W17-A1/1131/KP.04..5/07/2018 28-09-2018
W17-A1/1641/HM.01.1/09/2018 29-12-2018
W17-A1/2156/KU.01/12/2018 29-12-2018
W17-A1/2156/KU.01/12/2018 29-12-2018
29-12-2018

W17-A1/2157/KU.01/12/2018

)

|
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NO

REGULASI

pada Pengadilan Agama Samarinda Tahun
2018.

SK Kuasa Pengguna tentang Penetapan
Besaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada

Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2018.

KETERANGAN

NOMOR SK

TANGGAL SK

Pengadilan dgama
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]
BABIV PENGAWASAN

A. Dasar Kebijakan Pengawasan
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 53 menyatakan
dalam ayat :
e Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
e Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris, dan
Juru Sita di daerah hukumnya.
e Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat
Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung R.I. Nomor: 145/KMA /VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan
Peradilan.
3. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas [-A Nomor : W17-Al1/
1143/PS.0.1/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim
Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A tahun 2018.

B. Pelaksanaan
Selama Tahun 2018 Bidang Pengawasan telah dilakukan dengan Pengawasan Melekat dan
Pengawasan Langsung.
1) Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan:
a. Pimpinan Pengadilan Agama dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung
terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung.
b. Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh pegawai untuk mengadakan evaluasi terhadap

kinerja untuk perbaikan selanjutnya.

i
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2) Pelaksanaan Pengawasan Fungsional.

a. Dalam tahun 2018 telah dilakukan pengawasan rutin / berkala oleh Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan AgamaSamarinda Kelas I-A sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya hasil temuan
telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung.

b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dibuat laporan pada setiap
semester (2 kali dalam satu tahun), hasil pengawasan dilaporkan seara tertulis oleh Wakil
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A selaku Koordinator Pengawasan kepada Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Pengadilan Agama Samarinda Kelas [-A sebagai kawal depan peradilan, dalam melakukan
pengawasan internal berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006. Atas
peraturan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A menerbitkan SK Perubahan Nomor :
W17-A1/1143/PS.0.1/07 /2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas
Bidang Pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A tahun 2018.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan
agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maksud
dilaksanakan pengawasan adalah untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan peradilan, pengadaan administrasi peradilan dan
pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang
berlaku;

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas
peradilan;

3. Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan
peradilan;

4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan dari pengawasan tersebut untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai
masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan
yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat peradilan dan kinerja
pelayanan publik pengadilan.

Sedangkan fungsi pengawasan tersebut meliputi :
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a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan

aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi

kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, dilaksanakan oleh Hakim

Pengawas Bidang (HAWASBID) dengan susunan sebagai berikut :

DATA HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018

NO NAMA / NIP

Drs. Wahyudi, S.H, M.H.
Dr. Alyah Salam, M.H.

N

3 Drs. Tamimudari, M.H

4 | Dra. Juraidah

JABATAN

Wakil Ketua
Hakim

Hakim

Hakim

OBJEK PENGAWASAN

Koordinator Pengawas Bidang
Manajemen Peradilan :

1.

Program Kkerja yang mencakup visi, misi,
strategis dan faktor-faktor keberhasilan
organisasi

. Program Kkerja secara rinci disertai jadwal

dan target yang akan dicapai

. Penyusunan penciptaan indikator Kinerja

(LKjIP)

Administrasi Perkara :

1.

2.

Pendaftaran Perkara Tk. Pertama, Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali

Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G),
Permohonan (KI-PA1/P), Banding (KI-PA2),
Kasasi (KI-PA3), PK (KI-PA4), dan Eksekusi
(KI-PA5).

. Register Mediasi
. Register Perkara Ekonomi Syariah

Administrasi Perkara :

Ok W=

Register Surat Kuasa Khusus

Register Akta Cerai

Buku Induk Keuangan Perkara

Buku Keuangan Biaya Eksekusi

Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan
Buku Jurnal Biaya Penyitaan

KET.

N
N
W
EN
(e

]
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NO NAMA / NIP JABATAN OBJEK PENGAWASAN KET.

1 Z 3 4 )
7. Buku Keuangan Konsinyasi
8. Laporan dan Kearsipan Perkara

5 | Drs. H. Fathurrachman, M.H Hakim Manajemen Persidangan :

1. Pembagian Perkara

2. Mediasi

3. Minutasi Perkara

4. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

6 Drs. Ahmad Ziadi Hakim Administrasi Umum :
1. Kepegawaian
2. Perpustakaan

7 H. Ali Akbar, S.H, M.H.. Hakim Administrasi Umum :

Keuangan (Perencanaan Anggaran,
Pengelolaan DIPA, PNBP, Pelaporan Keuangan
dan lainnya)

8 Dra. Hj. Rozanah, S.H, M.H.L. Hakim Administrasi Umum :

1. Inventaris, Tata Persuratan dan Perkantoran

2. Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban
Kantor

3. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

9 H.M. Asy’ari, S.Ag, S.H, M.H. Hakim Pelayanan Publik :

1. Meja Informasi dan Pengaduan

2. Posbakum

3. Pengelolaan Website dan Aplikasi SIPP

4. Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan

tahunan
10 | H. Burhanuddin, S.H, M.H. Hakim Manajemen Peradilan :
1. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya
manusia
2. Kecepatan dan Kketepatan penyelesaian
perkara

3. Kinerja Panitera dan Panitera Pengganti
4. Kinerja Jurusita dan Jurusita Pengganti

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Pengadilan Agama Samarinda I-A Tahun 2018
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C. Hasil yang Dicapai (Evaluasi).

Hasil yang telah dicapai oleh hakim pengawas bidang dari pelaksanaan pengawasan tersebut:

a.

Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Penerimaan Perkara, Keuangan Perkara dan
Laporan Perkara:
Telah dilaksanakan sesuai dengan Pola Bindalmin dan telah memenubhi:

1) Tertib penerimaan perkara

2) Tertib register perkara

3) Tertib keuangan perkara

4) Tertib instrumen persidangan

5) Tertib kearsipan

6) Tertib laporan perkara

b. Bidang Administrasi Persidangan Perkara Gugatan dan Permohonan serta Administrasi

C.

Penyelesaian Perkara:
Telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan telah memenuhi:

1) Tertib pemeriksaan persidangan

2) Tertib pemanggilan

3) Tertib pembuatan berita acara persidangan

4) Tertib tenggang waktu penyelesaian perkara

5) Tertib penyelesaian putusan dan penetapan

6) Tertib pelaksanaan penyitaan dan eksekusi

7) Tertib minutasi.
Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Register Perkara:
Telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan, sehingga telah memenuhi:

1) Tertib penulisan register induk perkara gugatan

2) Tertib penulisan register induk perkara permohonan

3) Tertib penulisan register permohonan banding

4) Tertib penulisan register permohonan kasasi

5) Tertib penulisan register permohonan PK
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6) Tertib penulisan register penyitaan barang bergerak

7) Tertib penulisan register penyitaan barang tidak bergerak

8) Tertib penulisan register surat kuasa khusus

9) Tertib penulisan register eksekusi

10) Tertib penulisan register akta cerai

11) Tertib penulisan register P3HP

12) Tertib penulisan register Ekonomi Syari’ah

13) Tertib penulisan register Mediasi

d. Bidang Managemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:

1) Penataan Kelembagaan

Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah memenubhi:

D
2)

3)
4)

5)

6)

Tertib pengusulan formasi jabatan yang kosong bagi pejabat yang memenuhi syarat.
Tertib pengusulan pegawai secara proporsional.

Tertib pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai Job Discription.

Tertib penataan ruang kerja kantor yang nyaman dan aman serta disesuaikan dengan
perkembangan IT.

Tertib pelaksanaan transparansi badan peradilan dengan memberikan brosur-brosur
dan pengumuman-pengumuman.

Tertib memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan Standart Pelayanan

(SOP).

2) Pengendalian Manajemen

Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah memenubhi:

iy
2)
3)
4)
5)
6)

Tertib pembuatan rencana dan program kerja.
Tertib pelaksanaan pencatatan hasil kerja.

Tertib penyusunan pedoman kerja.

Tertib pelaksanaan koordinasi intern dan ekstern.
Tertib pelaksanaan pembinaan SDM

Tertib pelaksanaan evaluasi program kerja.
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3) Pelayanan Publik

Telah dilaksanakan sesuai dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 jo. SK Dirjen
BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah
memenuhi:

1) Pemberian pelayanan pada masyarakat dengan melalui meja informasi (resepsionis).

2) Tertib terhadap aturan khusus mengenai pelayanan informasi.

3) Standarisasi pemberian pelayanan dengan peralatan IT yang memudahkan pendoku-
mentasian dan pencari-an data/informasi oleh masyarakat/publik. Sebagaimana
maksud pasal 1 ayat (1) SK Dirjen BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011, yakni
“Tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi dengan berbagai
sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan
memudahkan perolehan informasi publik di Pengadilan”.

e. Bidang Administrasi Umum;
1) Bagian Kepegawaian
Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku, sehingga telah
memenuhi:

~ Tertib administrasi kepegawaian yang meliputi sarana tata usaha

~ Tertib pembuatan SKP

~ Tertib pembuatan DUK

~ Tertib pengusulan KARPEG dan KARIS / KARSU

Q

Tertib pengelolaan berkas usulan kenaikan pangkat

Tertib pengelolaan kenaikan gaji berkala

Q

~ Tertib pengelolaan pendidikan dan penjenjangan

Q

Tertib pengelolaan kesejahteraan pegawai

Q

Tertib pengelolaan pengisian jabatan

Q

Tertib pengelolaan pegawai yang memasuki usia pensiun

2) Bagian Keuangan
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Telah dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pengunaan Anggaran (DIPA) dan aturan-
aturan keuangan negara yang berlaku, yang meliputi:

~ Tertib administrasi keuangan yang meliputi sarana tata usaha.

~ Tertib pemeriksaan brandkas.

~ Tertib pemeriksan kas.

~ Tertib pembukuan pada kas umum.

~ Tertib pengelolaan anggaran

~ Tertib pelaporan keuangan, baik REKON maupun BAR.
3) Bagian Umum

Telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di
Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi:

~ Tertib pengelolaan surat menyurat.

~ Tertib pengelolaan perlengkapan

~ Tertib pengelolaan inventarisasi aset negara

Tertib pembukuan barang inventaris milik negara

4

Q

Tertib pelaporan barang inventaris milik negara

Q

Tertib pengelolaan perpustakaan kantor
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BABYV KESIMPULAN PAN
REKOMENPASI

A. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa maupun memberikan pelayanan
terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Samarinda dari tahun ke tahun
senantiasa melakukan pembenahan disegala bidang baik kepaniteraan maupun kesekretariatan yaitu
pembenahan administrasi yang sesuai dengan standar administrasi yang digalakkan oleh Mahkamah
Agung Rl dalam pelaksanaan pada satuan kerja peradilan dibawahnya secara efektif dan efisien dalam
pekerjaan.

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kelas [-A Samarinda selama Tahun 2018 ini telah
menerima perkara sebanyak 2.587 perkara, ditambah sisa tahun 2017 sebanyak 343 perkara, dan
telah memutus perkara sebanyak 2.593 perkara. Jadi sisa perkara di tahun 2018 sebanyak 337
perkara (12.9 %). Mengalami penurunan sisa perkara dari tahun lalu

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut maka Pengadilan Agama Samarinda
melakukan pengawasan secara melekat terhadap jalannya administrasi di Pengadilan Agama
Samarinda dengan memfungsikan hakim pengawas bidang serta menindaklanjuti pengaduan
masyarakat guna meningkatkan kepuasan atau kepercayaan masyarakat.

Peningkatan teknis yudisial maupun non yudisial Pengadilan Agama Samarinda telah mengikut
sertakan staf, pejabat fungsional, struktural serta hakim dalam berbagai kegiatan pelatihan baik yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda.

Tanggung jawab Pengadilan Agama Samarinda dalam hal penggunaan anggaran untuk realisasi
belanja pegawai, barang dan modal bisa semakin efektif, efisien, tepat cara dan sasaran.

Pelaksanaan anggaran DIPA di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda penyerapan
anggarannya telah terserap yang terinci dari 1). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya dengan realisasi sebesar 105.87% dengan sisa -5,86 %, terdapat pagu minus
pada gaji pegawai dimana masih menunggu tambahan dana dari Mahkamah Agung RI pertengahan

bulan Januari 2019 2). Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Belanja Modal)

{
N \ N
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DIPA 01 dengan realisasi sebesar 97.06 % dengan sisa 2.94 %, sedangkan DIPA 04 pada Program
Peningkatan Manajemen Peradilan dengan realisasi sebesar 97.43 % dan sisa 2.57 %.
Pengelolaan sarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung Pengadilan Agama Samarinda

telah melakukan pemeliharaan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang ada.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan Peradilan Agama yang bermartabat dan berwibawa khususnya bagi
Pengadilan Agama Samarinda sebagai Pengadilan Kelas I-A, sekiranya Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda perlu mengambil kebijakan-kebijakan antara lain :
Bidang teknis :
+¢ Perlu adanya penambahan Hakim, Panitera Pengganti dan JSP dimana realitas yang ada tidak

seimbang dengan volume perkara yang ditangani.

+¢ Perlu diadakannya peningkatan pengetahuan serta kemampuan teknis yudisial melalui diklat

maupun bimtek serta pembekalan seluruh pejabat kepaniteraan.

Bidang non teknis :

+¢ Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana yang memadai berupa fasilitas kantor
dikarenakan Pengadilan Agama Samarinda adalah Pengadilan Agama yang terletak di Ibukota
Propinsi, sedangkan sarana prasarana yang ada memanfaatkan fasilitas yang ada sejak
pembangunan gedung tahun 2007.

+* Sudah menjadi temuan Hakim Pengawas Daerah (HATIWASDA) dalam hal fasilitas yang kurang
serta sudah diusulkan dalam penyusunan RKAKL namun belum mendapat alokasi anggaran yang
cukup.

+ Perlu adanya pembinaan mental untuk peningkatan integritas seluruh aparatur Pengadilan
Agama Samarinda seperti ESQ atau sejenisnya.

+ Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan PR (Public Relation) untuk
ditugaskan di Meja Informasi (Info Desk) dan bagian komputer untuk menangani Teknologi
Informasi (TI).

¢ Perlu perbaikan dan peningkatan sarana pra sarana dan aplikasi/program berbasis Teknologi

Informasi, jaringan internet (network)
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% Perlu segera melanjutkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

% Kekurangan pegawai dibidang teknologi informasi. Untuk itu, kami berharap apabila ada
penerimaan CPNS maka Pengadilan Agama Samarinda diberikan tambahan pegawai yang

menguasai bidang jaringan computer dan pemrograman.

7
X4

L)

Perlu upaya yang sistematis, terstruktur, terpola dan terprogram untuk meningkatkan

kedisiplinan, etos kerja dan budaya kerja;
Demikianlah Laporan Tahunan untuk Tahun 2018 Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dibuat,

semoga apa yang sudah kami uraikan diatas dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan

dalam pelaksanaan tugas-tugas di masa mendatang.
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